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ABSTRAK
Nama : Hendro
Program Studi : Magister Kenotariatan .
Judul . Kekuatan Pembuktian Tanah Eigendom Verponding

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Yuridis Terhadap
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588.PK./Pdt/2002)

Penerbitan sertipikat hak milik di atas tanab-tanah eks eigendom verponding ada
yang tidak dilengkapi Surat Keputusan konversi dari Kepala BPN tingkat Provinsi
atau keputusan pejabat setingkat Difjen. SK tersebut antara lain mewajibkan
pemohon sertipikat untuk memberikan kompensasi kepada eks pemilik
verponding/ ahli waris atau kepada negara, manakala tanah tersebut telah menjadi
tanah negara Peraturan Dasar Pokok Agraria Tahun 1960 menetapkan masa
berlaku hak eigendom verponding adalah 20 tahun, artinya, jika dihitung dari saat
diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (24 Se;gtember 1960)
seharusnya berakhir pada 24 September 1980. Bayangkan hampir 90:’/43 tanah-
tanah di Jakarta sekitarnya adalah tanah yang bermasalah dengap pemilik tanah
yang sesungguhnya yang memegang bukti eigendom verpgndzng yang §udah
terdaftar. Permasalahan hukum yang diberikan oleh penulis yaitu bagaimana
kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana status tanah eks
eigendom verponding jika tanah tersebut telah disertipikatkan oleh pihak lain.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunaka.n metode
penelitian hukum normatif dan empiris. Analisis permasalahan yaitu aparat
desa/kelurahan Sukmajaya sama sekali tidak diikut. sertakap _ dalam proses
penyelidikan riwayat tanah sampai pada proses penerbitan sertipikat Hak Pakai
Nomor 4 Tahun 1995. Kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafiaran Tanah
merupakan alat bukti yang kuat karena berdasarkan Pasal 24 hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama seperti eigendom verponding sampai saat ini
masih dianggap sebagai salah satu alat bukti tertulis kepemilil;an hak atas tanah;
Status tanah ex eigendom verponding masih merupakan bukii kepemilikan yang
kuat selama belum ada peralihan hak meskipun atas tanah tersebut telah
disertipikatkan oleh pihak lain; dan Putusan Peninjaun Kembali Nomor
588 PK/Pdi/2002 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UUPA
Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kata Kunci:
Eigendom Verponding
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ABSTRACT
Name : Hendro
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Proof of strength Eigendom Verponding According to

Government Regulation number 24 Year 1997 on land
registration (Yuridis Analysis of the Decision of Re
number 588 PK./Pdt./2002)

Publication of certificate of title above land ex eigendom verponding something is not
equiped Conversion decree from head of BPN level of Province or decision of functionary
as of level of Director General. SK for example obliging certificate applicant to give
compensation to ex owner of verponding/ heir or to state, the land has become
goverment land. Regulation of Fundamental Base Agraria year 1960 specifying a period
of applying rights eigendom verponding is 20 years, mean, if it is reckoned from when
invitor him invitors Nomor 5 The year 1960 ( 24 Septembers 1960) ought to end by 24
Septembers 1980. Indonesia is Body politic with the meaning law ought to become as of
its(the pitch for place of looking for his (its fair sea ail justice and makes public to know
about its(the rights and its(the obligation is but happened not that way. Imagines
approximant 90% land in Jakarta vinicity is land having problem with land owner truthfuily
holding evidence eigendom verponding which have been inscribed. Problems of law

given by writer that is how soil strength eigendom verponding based on Government

Regulation number 24 year 1997 About Land registry and how land status ex eigendom
verponding if the land certificate had by other party. Research method applied by writer
that is using research method of law normative and empiric. Problems analysis that is
government officer Sukmajaya is not at all participated in process of investigation of land
history comes up with publication process of certificate Number Right Of Property 4 and
because the thing certificate very questionable of its(the authenticity. With problems
fundamental bases and existence of the dissonant things is plaintiff claims that land
returned to plaintiff and certificate Number Right Of Property 4/1995 expressed
cancellation for the shake of law and claims to be sued | to unload all buildings which
above land property of plaintiffHMuhammad Samin cs Soil strength eigendom

verponding based on Govemment Regulation number 24 The year 1897 About Land
registry is equipment of strong evidence because based on Section 24 land right coming
from old rights conversion like eigendom verponding till now stili be considered to be one
of equipment of written evidence ownership of land right; land;ground status ex eigendom
verponding still be strong ownership evidence during has not there are switchover of
rights though to the land certificate has by other party; and decision sighting retum
number 588PK/Pd/2002 has prescribed by the regulations that is UUPA No. 5 The year
1960 and Government regulation No. 10 The year 1961.

Keyword:
Eigendom Verponding
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari berbagai suku
bangsa dengan latar belakang budaya berbeda yang menyatukan diri dalam
suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya arti tanah
bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali
tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan
memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia
akan hidup senang dan berkecukupan kalau dapat menggunakan tanah yang
dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan
manusia akan dapat hidup tenteram dan damai kalau dapat menggunakan
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu
dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia dalam
bermasyarakat.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa
Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang
banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh seorang, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang
belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud
hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai
dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pemeliharaannya.

Masalah tanah sering kali dipandang sebagai penyebab kontradiksi-
kontradiksi sosial serta konflik-konflik yang menyertainya apabila
pemerintah campur tangan dan turut bertindak seirama dengan hubungan
kekuatan-kekuatan golongan serta kelompok-kelompok sosial. Hal demikian
akan menimbulkan gangguan ketertiban umum, dalam hal ini fungsi sosial
terhadap hak atas tanah itu mengalami ketimpangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, menetapkan hak-hak atas tanah yang diakui
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(vaitu Pasal 16) dan juga ketentuan penting konversi (penyesuaian) hak atas
tanah yang lama menjadi hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang
Nomor S Tahun 1960 pada Pasal II konversi berbunyi sebagai berikut :

1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut
dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yayasan,
andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan,
landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atau bekas tanah
partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mula berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1),
kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang
tersebut dalam Pasal 21.

2. Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing warga Negara
yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh
Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak
guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya,
sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan Ketentuan konversi Pasal II maka hak-hak atas tanah
barat yang terdiri dari :

1. Hak ecigendom yaitu hak untuk dengan bebas mempergunakan
(menikmati) suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasainya
seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan)
yang berhak menetapkannya, serta tidak menganggu hak orang lain,
semua itu kecuali pencabutan eigendom (onteigening) untuk kepentingan
umum dengan pembayaran yang layak menurut peraturan-peraturan
umum;

2. Hak erfpacht adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya
kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk
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membayar setiap tahun sejumlah nang atau hasil bumi kepada pemilik
tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari pemilik itu;

3. Hak opstal adalah suatu hak kebenaan untuk mempunyai rumah-rumah,
bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain.'

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka hak-hak atas tanah berubah
menjadi :

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6;

2. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan
untuk keperluan perusahaan petanian, perikanan atau petemakan;

3. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah dan bukan miliknya sendiri, dengan
Jangka waktu paling lama 30 tahun;

4. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, ;

5. Hak sewa yaitu seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas
tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumiah
uang sebagai sewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara jelas juga
ditetapkan bahwa sertipikat adalah bukti kepemilikan yang kuat atas sebidang
tanah. Namun dalam banyak kasus, keabsahan sertipikat sering digugurkan
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun dalam gugatan perdata
di peradilan umum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam prosedur
penerbitan sertipikat.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960 menetapkan masa

berlaku hak eigendom verponding adalah 20 tahun, artinya, jika dihitung dari

' Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlalamya UUPA, (Bandung :
Alumni, 1984), him. 25-30.

? Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), (Jakarta: Djambatan, 2003), him.286.
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saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (24 September
1960) seharusnya berakhir pada 24 September 1980 (lihat ketentuan-ketentuan
konversi pasal I ayat 3 UUPA tahun 1960). Hal tersebut dipertegas dengan
Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1979 yang dikeluarkan satu tahun
sebelum berakhirnya hak-hak barat untuk mempersiapkan masalah konversi
atas tanah-tanah hak barat dimaksud.

Hukum perdata tanah eigendom verponding yang pada hakikinya
bahwa tanah eigendom verponding adalah hak mulik mutlak tanah bagi
pemiliknya. Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai
tanah Hak Barat dan tanah hak milik adat Sedang wajib pajak adalah
pemegang hak/pemiliknya. Dalam hal yang menguasai tanah memintanya,
kalau tanah yang bersangkutan bukan tanah Hak Barat atau tanah hak milik
adat, tidak akan dikenakan pajak verponding alau Landrente. Landrente atau
Pajak Bumi hanya dikenakan di Jawa dan Madura (S. 1927-163 jo 1931-168),
Bali dan Lombok (S. 1922-812), Sulawesi (S.1927-179), Daerah Hulu Sungai
Kalimantan (S.1923-484), (S. 1925-193, S. 1932-102) dan Bima (1926),

Dompu dan Anggar (1927) serta Sumbawa (1929).

Verponding Indonesia dipungut berdasarkan (S. 1923-425 jo S. 193]-

168). Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak
atas nama pemilik tanah, yang di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan :
Petuk pajak, Pipil, Girik, Petok dan fain-lainnya. Karena pajak dikenakan pada
yang memiliki tanahnya, petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan

dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan

sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan

penerimaan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah pun oleh rakyat diartikan

sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh
Pemerintah. Jika ada gangguan pembayar pajak mengharapkan memperoleh
perlindungan dari Pemerintah.

Pendafiaran tanah-tanah Hak Barat dalam rangka memberikan jaminan

kepastian hukum di bidang pertanahan, dijumpai juga kegiatan pendaftaran
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tanah dengan tujuan lain. Kegiatannya sama dan yang menyelenggarakan juga
Pemerintah, tetapi bukan bagi kepentingan rakyat, melainkan bagi
kepentingan Negara sendiri yaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah.
Indonesia adalah Negara Hukum yang artinya hukum seharusnya menjadi
segala-galanya untuk tempat mencari keadi'lan yang seadil adilnya dan
menjadikan masyarakat mengetahui tentang hak-haknya dan kewajibannya
tapi yang terjadi tidak demikian.

1.2. Pokok Permasalahan

1.3.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

2. Bagaimana status tanah eks eigendom verponding jika tanah tersebut
telah disertipikat oleh pihak lain?

3. Apakah putusan Peninjaun Kembali Nomor 588.PK/Pdt/2002 sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan
empiris adalah suatu penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan hukum
tentang petunjuk pelaksanaan terhadap pendafiaran terhadap tanah Hal ini

erat kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tanah-tanah yang
menyandang status hak milik pada zaman Belanda.

132 Datayang dibutuhkan
1. Data primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh melalui wawancara dari sumber
pertama yakni Pengadilan Negeri, Bogor, Pengadilan Tinggi Bandung,
Mahkamah Agung.
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6

Data sekunder

Data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan, dokumen resmi, buku-buku dan/atau
daftar bacaan hasil penelitian yang berwujud laporan serta tulisan-tulisan
atau karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek peneltian ini.

Data tertier

Data tertier yaitu: data yang diperoleh dari majalah, harian, ensiklopedia/

kamus, internet yang berkaitan dengan penelitian.

1.3.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui:
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan teknik Jega/
research yang ada hubungannya dengan masalah yang akan

dikemukakan.

134 Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dilakukan sebagat berikut :
Data atau informasi hasil masukan secara tertulis atau lisan diolah secara
kualitatif.
Dala atau informasi tersebut kemudian dikualifikasikan untuk

memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis membaginya dalam tiga bab dan

beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab1 : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, pokok

permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il : Kekuatan Pembuktian Tanah Eigendom Verponding

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Yuridis Terhadap

Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 588

PK/Pdt./2002)

Dalam bab ini berisi dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu

2.1. Landasan Teori meliputi pengertian tanah, pengertian
eigendom, pengertian verponding, tentang hak-hak atas
tanah syarat-syarat pemilikannya dilihat dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40/1996, Tentang pendaftaran tanah
serta maksud dan tujuan pendaftaran tanah, sistem
pendaftaran tanah.

22, Kasus/Duduk Perkara.

2.3. Putusan Pengadilan.

2.4. Analisis Terhadap Permasalahan Hukum.

Bab III: Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan dan
analisis masalah penelitian yang akan dituangkan dalam

kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.
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BAB I

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANAH EIGENDOM VERPONDING
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS YURIDIS TERHADAP

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 588

2.1.

PK/PDT./2002)

Landasan Teori
2.1.1. Definisi Tanah

Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam

beberapa arti. Dalam hal ini penggunaannya perlu diberi batasan.
Dalam hukum tanah kata fanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai
suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA dalam
Pasal 4 dinyatakan :

1.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum;

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk mempergunakan 1ianah yang
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang
yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-
peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang
angkasa.

Dengan demikian jelaslah, bahwa fanah dalam pengertian

yuridis adatah permukaan bumi (Pasal 1), sedangkan hak atas tanah

adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas,

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
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Tanah diberikan kepada dan dipunyai orang dengan hak-hak
yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan ataun dimanfaatkan
Dibenkannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak
akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada sebagai
permukaan bumi saja. Guna keperluan apa pun tidak dapat tidak,
pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di
bawahya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dalam ayat (2)
dinyatakan, bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan
wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan
bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh
bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada
diatasnya.

Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah
itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan
bumi. Dalam hal ini wewenang menggunakan yang bersumber
pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan

sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang
yang ada di atasnya?

Tubuh bumi dan air serla ruang yang dimaksudkan itu bukan
kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam hal
ini terdapat batasan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) dengan
kata-kata sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan lanah itu, dalam batas-batas
menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih
tinggi.

Sedalam berapa tubuh bumi 1tu dapat digunakan dan setinggi
berapa ruang yang ada di atasnya dapat digunakan ditentukan oleh
tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan
teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang
haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Penggunaan tubuh bumi itu harus ada hubungan

* Boedi Harsono, loc. cit., hlm. 18.
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2.1.2

10

langsung dengan gedung yang dibangun di atas tanah yang
bersangkutan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994), tanah adalah:
Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
Keadaan bumi di suatu tempat;

Permukaan bumi yang diberi batas;

W N

Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bshan sesuatu (pasir,
cadas, napal dan sebagainya)®

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam pengunaannya
meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan
sebagian dari ruang yang ada di atasnya, dengan pembatasan dalam
Pasal 4, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang
bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi. Sedangkan beberapa tubuh bumi
dan setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh digunakan,
ditentukan oleh tujuan penggunaanya, dalam batas-batas
kewajaran, perhitungan teknis kemampuan buminya sendiri,
kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.’

Definisi Eigendom

Hak milik (eigendom) adalah hak turun temurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;® Tanah
ini dapat berubah status karena terpengaruh oleh status orang yang

memegangnya.’

4 Ibid., hlm. 19.

3 Ibidl., hlm. 265.

S Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tamm 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043,

7 Gouw Giok Siong, Hukum Agraria Antar Golongan, (Jakarta : Universitas, 1959), him.

25.
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2.1.3. Definisi Verponding

Surat Verponding adalah surat petuk pajak tanah yang status
tanahnya sebagai tanah Hak Barat dan tanah hak milik adat.
Verponding adalah beban atas tanah berupa pajak terhadap tanah
atau semua barang tetap yang dihaki dengan hak Barat.

Tanah yang dihaki dengan recht van opstal dan erfpachi
disamping dipungut beban di atas tanahnya berdasarkan atas hak
milik, juga dibebani sebagai tanah domein, yaitu uang pengakuan
terhadap pemerintah disebut rekognisi buat recht van opstal dan
uang canon buat erfpacht.

Mengenai hak-hak atas tanah rakyat ada beban yang
menguatkan kepada verponding, yang dinamakan Inlandsche
verponding dari 1923 sebagai pengganti landrente bagi tanah
Inlands bezitrecht di kota-kota besar dan di daerah Jakarta,
kemudian di kota-kota di daerah Surakarta dan Yogyakarta bagi
tanah yang dijadikan milik perseorangan dengan nama hak
ndarbeni.®

Pada masa Hindia Belanda sebelum berlakunya UUPA selain
pendaftaran tanah-tanah Hak Barat dalam rangka memberikan

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dijumpai juga
kegiatan pendaftaran tanah dengan tujuan lain. Kegiatannya sama
dan yang menyelenggarakan juga Pemerintah, tetapi bukan bagi
kepentingan rakyat, melainkan bagi kepentingan Negara sendiri
vaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah, kegiatannya
disebut kadaster fiscal atau fiscal cadastre.

Sampai tahun 1961 ada tiga macam pemungutan pajak tanah
yaitu :
1. Untuk tanah-tanah Hak Barat : verponding Eropa,
2. Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah

Gemeente : verponding Indonesia; dan

8 Imam Soctiknjo, Proses Terjadinya UUPA, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
1987), him. 62.
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3. Untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah Gemeente:
Landrente atau Pajak Bumi.

Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya
sebagal tanah Hak Barat dan tanah hak milik adat. Sedang waijib
pajak adalah pemegang hak/pemiliknya Dalam hal yang
menguasai tanah memintanya, kalau tanah yang bersangkutan
bukan tansh Hak Barat atau tanah hak milik adat, tidak akan
dikenakan pajak verponding atan Landrente.

Landrente atau Pajak Bumi hanya dikenakan di Jawa dan
Madura (S. 1927-163 jo 1931-168), Bali dan Lombok (S. 1922-
812), Sulawesi (S.1927-179), Daerah Hulu Sungai Kalimantan
(5.1923-484), (S. 1925-193, S. 1932-102) dan Bima (1926),
Dompu dan Anggar (1927) serta Sumbawa (1929).

Verponding Indonesia dipungut berdasarkan (S.1923-425 jo
S.1931-168). Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat
pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang di kalangan rakyat
dikenal dengan sebutan : Petuk pajak, Pipil, Girik, Petok dan lain-
lainnya. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya,
petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda
pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan
sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan
dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah pun oleh
rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah
yang bersangkutan oleh Pemerintah. Jika ada gangguan pembayar
pajak mengharapkan memperoleh perlindungan dari Pemerintah.

Sehubungan dengan sikap dan anggapan di atas, orang belum
merasa aman, selama petuk pajak tanah yang dibelinya belum
diganti dengan yang baru atas namanya. Sejalan dengan ketentuan,
bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat saja yang
dikenakan Landrente dan verponding Indonesia, serta adanya
keinginan dan usaha orang untuk mempunyai petuk pajak (atau
Girik demikian disebut di daerah Jawa Barat) dengan dirinya
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sebagai wajib-pajak, membenarkan praktik untuk menggunakan
data yang tercantum dalam petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat
mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib-
pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan tersebut dapat digunakan
sebagai unsur pembantu dalam penegasan Konversinya hak milik
adat menjadi hak milik menurut UUPA mengenai tanah-tanah yang
dimintakan pendafiaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
Pada pendaftar tanah yang berdasarkan surat verponding,
pendafiaran tanah dilakukan secara sporadik. Pendaftaran tanah
secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang
berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendafiaran
tanah yang bersangkutan atau kuasanya’ Dalam hal ini tanah yang
berstatus eigendom verponding merupakan suatu status tanah yang
sudah ada buktinya dan memenuhi syarat guna pendaftarannya dan

pembukuannya. b

2.1.4. Hak-hak atas tanah
2.1.4.1. Hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA
Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan
tanah-tanah sebelum berlakunya UUPA, perlu diketahui terlebih
dahulu macam-macam hak atas tanah pada zaman kolonial, yang
dikenal dengan hak-hak Barat diatur dalam Burgelijk Wetboek,
diantaranya adalah :

1) Hak eigendom
Hak eigendom adalah hak kebendaan yang paling luas.

Burgelijk Wethoek Pasal 570 menerangkan bahwa eigendom
adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan (menikmati)
suatu benda sepenuhnya dan untuk menguasainya seluas-

luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang

® Rumsmadi Murad, Penyvelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung: Alumni, 1991),
him. 30.
' Efendi Pargangin, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1986), him. 181.
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atau peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi
(kekuasaan) yang berhak menetapkannya, serta tidak
mengganggu hak-hak orang lain. Semua itu kecuali pencabutan
cigendom (onteigening) untuk kepentingan umum dengan
pembayaran ganti rugi yang layak menurut peraturan-peraturan
umum.

Dalam pasal ini ditetapkan dengan tegas, bahwa eigendom
itu adalah suatu hak kebendaan (zakeljk recht), artinya bahwa
orang yang mempunyai eigendom itu mempunyal wewenang
untuk :

a) Mempergunakan atau menikmati benda itu dengan bebas
dan sepenuh-penuhnya;!!
b) Menguasai benda itu dengan seluas-luasnya.

Manusia hidup dalam masyarakat, sudah seharusnya bahwa
dalam kemerdekaan memakai benda harus diperhatikan pula
peraturan-peraturan Negara, sebab dalam negara harus ada tata
tertib, agar supaya kepentingan rakyat dapat diatur dengan
seksama. Kepentingan umum harus didahulukan dari
kepentingan perseorangan. Peraturan-peraturan umum itu
mempunyai maksud dan tujuan untuk menjaga sampai
kemerdekaan atau kebebasan itu berubah menjadi kekacauan
atau anarchile.

Sebagai anggoia masyarakat, yang sehari-hani bercampur
gaul dengan orang lain, maka orang yang mempunyai hak
eigendom harus memperhatikan juga kepentingan-kepentingan
orang lain. Hal ini adalah suatu syarat untuk dapat menahan
perasaan yang aman dan tentram di hati rakyat. Dalam hal ini
maka untuk dapat mencapai maksud tersebut diadakan
pembatasan-pembatasan dalam pemakaian eigendom, yaitu :

" Eddy Ruchiyat, Loc.cit., him.25.
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a) Tidak boleh digunakan, sehingga berientangan dengan
undang-undang atau peraturan-peraturan umum dari
instansi-instansi yang sah;

b) Tidak boleh digunakan, sehingga mengganggu hak-hak
orang lain.

Terhadap semua itu ada satu pengecualian, yaitu untuk
kepentingan umum pemerintah dapat mengadakan onteigening,
tetapi Pemerintah tidak dapat dengan kehendaknya sendiri
mengadakan onteigening. Syarat-syarainya yang mengikat
pemerintah telah ditetapkan, yaitu :

a) Onteigening itu harus unfuk keperluan umum;

b) Yang mempunyai cigendom harus diberi ganti kerugian
yang layak (pantas);

¢) Sub a dan b harus dijalankan menurut peraturan-peraturan
hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa hak eigendom adalah suatu hak kebendaan yang paling

luas dan mendapat perlindungan hukum sebanyak-banyaknya. ‘?

2) Hak erfpacht

Dalam Burgerlijk  Wetboek Pasal 720 hak erpacht
digambarkan sebagai hak kebendaan untuk menikmati
sepenuhnya (volle genot hebben) kegunaan sebidang tanah
milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar setiap
tahun sejumlah uang atas hasil bumi (jaarlijkse pacht) kepada
pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari
pemilik itu.

Perkataan erf tidak berarti pekarangan, seperti dalam
erfdienstbaarheid, tetapi berarti turun temurun (erven =
mewaris) untuk menyatakan bahwa hak itu dapat diwariskan

oleh pemegang hak tersebut (erfpachter). Hak erfpacht itu

2 1pid,, him. 26-27.
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sangat luas temyata dari Burgelijk wetboek Pasal 721 ayat (1)
yang mengatakan hak erfpacht hampir tidak berbeda dari
pemilik eigendom, kecuali satu hal, bahwa tidak boleh berbuat
sesuatu sehingga tanah itu menjadi kurang harga nilainya.
Erfpachter juga tidak boleh melakukan penggalian batu,
lempung, pasir dan lain-lain dari bagian tanah, kecuali jika
dijanjikan demikian.

Erfpachter berhak menggarap, mengolah, menanami tanah
itu dan mendirikan rumah-rumah dan bangunan-bangunan lain
di atas tanah itu. Dalam hal jika terjadi persetujuan antara
eigenaar dan erfpachter ditentukan, bahwa erfpachter
diwajibkan mendirikan rumah, bangunan-bangunan dan
mengadakan tanaman, maka barang-barang itu akan tetap di
situ tanpa diadakan ganti rugi kepada erfpachter.

Dalam hal jika tidak dijanjikan untuk mendirikan rumah,
bangunan dan tanaman-tanaman, maka erfpachter dapat
meminta ganti rugi dari eigenaar dan barang itu jadi milik
eigenaar (Burgerlijk wetboek Pasal 726). Berdasarkan uraian
tersebut jelaslah, siapa menurut Burgerlijk wetboek yang
menjadi pemilik bangunan atau tanaman yang diadakan oleh
erfpachter di atas tanah erpacht itu.

Berdasarkan Burgerlijk wetboek Pasal 600 dan 601 yang
menjadi pemilik dari bangunan atau tanaman yang ditanam dan
didirikan secara melekat pada tanah itu tentunya adalah milik
dari eigenaar tanah kecuali jika dijanjikan sebaliknya.
Mengingat Pasal 722 ayat (2) menyatakan bahwa erfpachter
dapat memperlakukan tanaman-tanaman yang diadakannya itu
sebagai seorang eigenaar dari padanya, maka dapat
disimpulkan bahwa atas tanaman-tanaman itu erfpachter
sebagai pemilik. Hak dan kewajiban erfpachter adalah :

a) Membayar canon;

b) Memelihara tanah erfpachter itu sebaik-baiknya,
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c¢) Erfpachter dapat membebani haknya dengan hypotheek;

d) Erfpachter dapat membebani tanah itu dengan pembebanan
pekarangan selama erfpacht itu berjalan;

e) Erfpachter dapat mengasingkan hak erfpacht itu kepada
orang lain.

Berakhirnya hak erfpacht berdasarkan Burgerlijk wetboek
Pasal 736 dengan cara :

a) Terkumpulnya hak eigendom dan hak erfpacht dalam satu
tangan;

b) Tanahnya musnah;

¢) Lampau waktu 39 tahun, dalam arti hak erfpacht itu tidak
digunakan selama itu;

d) Waktu erfpacht itu telah berakhir, jika tidak ditentukan,
maka harus lewat 30 tahun, tetapi harus diberitahukan
setahun sebelumnya.

Menurut Burgelijk wetboek Pasal 732 jika waktu yang
ditentukan semula telah dilewati, maka dianggap diperpanjang
secara diam-diam, tetapi sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh
pihak-pihak itu.

Hak opstal

Menurut Burgelijk wetboek Pasal 711 hak opstal adalah
suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah-rumah,
bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang
lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan adanya kemungkinan
pada suatu waktu sebidang tanah adalah eigendom dari seorang
A, sedangkan rumah, bangunan dan tanaman yang berada di
atas tanah itu adalah eigendom dari B.

Dalam hal ini tidak disebutkan adanya pemakaian atas
tanah selain dari yang digunakan untuk bangunan dan tanaman_
Tidak berarti bahwa pemegang hak opstal itu sama sekali tidak
dapat mengijinkan atau mendiami tanah opstal itu. Suyling
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dalam bukunya Zakenrecht menyatakan secara tegas, bahwa
hak opstal sama dengan hak erfpacht, hanya dengan perbedaan
mengenai hak atas bangunan dan tanaman pada waktu
terhentinya hak-hak itu, yaitu jika pada saat berakhirnya hak-
hak itu ditinggalkan bangunan dan tanaman yang diadakan oleh
opstaller atau erfphacter, maka seorang opstaller mendapat
penggantian dari nilai harga barang-barang, sedangkan
erfpachter tidak.

Menurut Suyling isi dari hak opstal lebih dari pada yang
digambarkan oleh Burgelijk wetboek Pasal 711 yang
menentukan adanya kemungkinan sebidang tanah pada suatu
waktu adalah eigendom A dan bangunan atau tanaman adalah
eigendom dari B, sebagai kekecualian dari prinsip Pasal 600
dan 601, bahwa eigendom atas tanah juga meliputi eigendom
atas segala bangunan dan tanaman yang berada di atasnya
Konsekuensi dari pendapat ini ialah bahwa hak opstal praktis
baru mempunyai arti bagi opstaller apabila di samping hak
opsial ini sekalian mempunyai hak erfpacht atau hak sewa atas
tanah itu.”?

2.1.5. Hak-hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria

Undang-Undang Pokok Agraria menganut azas unifikasi

hukum Agraria untuk seluruh wilayah tanah, air, artinya hanya ada

satu sistem yaitu yang ditetapkannya dan hal ini akan lebih jelas

jika dibaca ketentuan dalam UUPA Pasal 5, yang berbunyi sebagai

berikut Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang

angkasa ialah hukum adar, sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

13 Ibid., him. 28.
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peraturan perundang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 4

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga

hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau
badan hukum tertentu sebagai pemeganghaknya Sebagai contoh
dapat disebut Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, dan Hak Sewa untuk bangunan yang disebut dalam
Pasal 20 sampai 40 UUPA. Hak penguasaan atas tanah merupakan
suatu hubungan hukum konkret (biasanya disebut “hak™), jika telah
dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang
atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.
Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang
disebut dalam ketentuan Konversi UUPA."

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang beraspek perdata
mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang subyeknya
perorangan dan badan-badan hukum perdata serta badan-badan
pemerintah yang menguasai tanah untuk keperluan memenuhi
kebutuhan dan/ atau melaksanakan tugasnya masing-masing.
Bidang ini disebut dengan Hukum Tanah Perdata, hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatummya ada yang memberikan
kewenangan kepada pemegang haknya untuk menguasai secara
fisik tanah yang dihaki, untuk menggunakannya dan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan tanah yang
bersangkutan.'®

Hak-hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria adalah sebagai berikut :
2.1.5.1. Hak milik

' A. P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 1990),
him. |

1 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Kencana.
Jakarta, 2003, him. 25.

G, Kartasapoctra, Hukum Tanah dan Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan
Tanah, PT. Rineka Cipla, Jakarta, 1991, him. 30.
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1) Definisi hak milik

Landasan idiil dari pada hak milik (baik atas tanah maupun
atas barang-barang dan hak lain) adalah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Secara yuridis formil, hak perseorangan
dan diakui oleh Negara hal ini dibuktikan antara lain dengan
adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Dahulu hak milik dalam pengertian Hukum Barat bersifat
mutlak. Hal ini sesuai dengan paham yang dianut yaitu :
individualisme, di mana kepentingan individu menonjol sekali
dan diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap hak miliknya.
Hak milik tersebut tidak dapat diganggu gugat. Akibat adanya
ketentuan demikian, maka Pemerintah tidak dapat bertindak
terhadap milik seseorang, meskipun hal itu diperlukan guna
kepentingan umum.

Hak milik atas tanah dalam pengertian saat ini tercantum
dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1), yang
berbunyi sebagai berikut :

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 6."

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 6 bahwa :
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Terkuat dan
terpenuh di sini tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak
yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat.
Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak-hak
atas tanah yang dimiliki oleh individu. Dengan perkataan lain,
hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh di
antara semua hak-hak atas tanah lainnya, sehingga st pemilik
mempunyat hak untuk menuntut kembali di tangan siapa pun

benda 1tu berada.

'7 Eddy Ruchiyat, Loc.cit., him. 43.
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Seseorang yang mempunyal hak milik dapat berbual apa
saja sekehendak hatinya atas miliknya itu, asal saja tindakannya
itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar
hak atau kepentingan orang lain. Harus pula diingat
kepentingan umum seperti yang disebut dalam Pasal 6 tersebut.

Paham yang dianut bahwa hak milik mempunyai fungsi
sosial. Artinya pada hak milik mempunyai fungsi sosial bahwa
hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh
dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau
perseorangan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat
banyak. Hak milik harus mempunyai fungsi kemasyarakatan,
yang memberikan hak bagi orang lain.

Sekalipun sebidang tanah menjadi hak milik perseorangan,
namun karena hak milik itu dipandang berada di atas hak ulayat
negara, maka dalam batas-batas tertentu negara tetap berhak
untuk menentukan penggunaan tanah hak milik tersebut, sesuai
dengan pola pembangunan dan ketentuan hukum mengenai tata
guna tanah secara nasional maupun regional.

Pendirian hak milik mempunyai fungsi sosial ini didasarkan
pada pemikiran, bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu
dibatasi dengan fungsi sosial, dalam rangka  mencegah
penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan
tujuannya. Dasar hukum fungsi sosial tercantum di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi
sebagai berikut :

Bumi dan air seria kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

olch Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2) Terjadinya hak milik

Menurut Pasal 22 maka hak milik terjadi menurut :

1. Terjadinya hak milik menurut Hukum Adat

Menurut Pasal 22 hal ini harus diatur dalam peraturan

pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan
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kepentingan umum dan negara. Demikian penjelasan dari
pasal tersebut Terjadinya hak atas tanah menurut Hukum
Adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang
merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat Hukum
Adat. Pembukaan hutan secara tidak teratur dapat
membawa akibat yang sungguh merugikan kepentingan
umum dan Negara, berupa kerusakan tanah, erosi, tanah
longsor, banjir dan sebagainya Menyerahkan pengaturan
pembukaan tanah kepada para Kepala Adat dapat
mengakibatkan pemborosan, sebagai yang sering terjadi di
beberapa daerah transmigrasi di luar Jawa.

Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah

Hak milik yang oleh UUPA dikatakan terjadi karena
penetapan pemerintah itu diberikan oleh instansi yang
berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Demikian Pasal
22 ayat (2) huruf a. Sebagaimana telah disinggung di atas
maka tanah yang diberikan dengan hak milik itu semua
berstatus tanah negaraHak milik itu pun dapat diberikan
sebagai perubahan dari pada yang sudah dipunyai oleh
pemohon, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan
atau hak pakai. Hak milik ini pun merupakan pemberian
hak baru. Dalam kedua hal itu hak miliknya diperoleh

secara originair.

Pemberian hak milik atas tanah negara

Hak mlik tersebut diberikan atas permohonan yang
bersangkutan. Sudah barang tentu pemohon harus
memenuhi syarat untuk memperoleh dan mempunyai tanah

dengan hak milik. Permohonan untuk mendapatkan hak
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milik itu diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada
pejabat  yang berwenang dengan perantaraan
Bupat/Walikota Kepala Daerah i.c. Kepala Kantor Agraria
Daerah yang bersangkutan.

3) Ciri-ciri hak milik

Hak milik mempunyai ciri-cin tertentu, sebagai berikut :

(I) Merupakan hak atas tanah yang kuat, bahkan menurut
Pasal 20 adalah yang terkuat, artinya mudah hapus dan
mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain;

(2) Merupakan hak turun termurun dan dapat beralih, artinya
dapat dialihkan pada ahli waris yang berhak;

(3) Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk
pada hak-hak atas tanah lainnya. Hal ini berarti bahwa
hak milik dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah
lainnya seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa,
hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak menumpang;

(4) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotik
atau eredietverband,

(5) Dapat dialihkan yaitu, dijual, ditukar dengan benda lain,
dihibahkan dan dibetikan dengan wasiat:

(6) Dapat dilepaskan oleh yang punya, schingga tanahnya
menjadi milik negara;

(7) Dapat diwakafkan;

(8) Si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di

tangan siapa pun benda itu berada.

4) Yang dapat mempunyai hak milik
Yang dapat mempunyai hak milik menurut UUPA Pasal 21,
yaitu :
(1) Warga Negara Indonesia;
(2) Badan-badan hukum tertentu;
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(3) Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial
dan keagamaan sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.

5) Hapusnya hak milik Menurut UUPA
Hak milik hapus karena:
(1) Tanahnya jatuh kepada negara, karena pencabutan hak dan
penyerahan sukarela oleh pemiliknya;
(2) Tanahnya musnah,'®

2.1.5.2. Hak guna usaha
1) Definisi hak guna usaha
Hak guna usaha diatur dalam UUPA Pasal 16 ayat (1),
sebagai salah satu hak atas tanah sedangkan secara khusus Hak
Guna Usaha oleh UUPA dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal
34, kemudian disebut juga dalam UUPA Pasal 50 dam Pasal
52.
Hak guna usaha ditetapkann dala UUPA Pasal 28 ayat (1)
adalah:
Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara dalam jangka waktu tertentu vyang
dipergunakan untuk keperluan pertanian, perikanan dan
peternakan.
Hak guna usaha tidak memberi wewenang kepada
pemiliknya untuk mengambil kekayaan alam yang
terkandung di dalam tubuh bumi atau di bawah tanah yang

dikuasai dengan hak tersebut.

2) Sifat-sifat dan ciri-ciri hak guna usaha
Sifat-sifat dan ciri-ciri hak guna usaha antara lain :
(1) Sungguh pun tidak sekuat hak milik, namun hak guna usaha
tergolong hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah

8 1bid., him. 43-52.
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dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak
lain. Dalam hal ini maka Hak Guna Usaha termasuk salah
satu hak yang wajib didaftarkan (UUPA Pasal 32, jo PP
Nomor 10 Tahun 1961);

(2) Hak Guna Usaha dapat beralih artinya dapat diwariskan
kepada ahli waris yang empunya hak (Pasal 28 ayat (3));

(3) Akan tetapi berlainan dengan hak milik, Hak Guna Usaha
jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti
berakhir (Pasal 29); dan

(4) Hak guna usaha dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu
dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau
diberikan dengan wasiat atau di legat kan (Pasal 28 ayat

(3)).

3) Yang dapat mempuanyai hak guna usaha
Baik perseorangan mau pun badan-badan hukum dapat
mempunyai Hak Guna Usaha sebagaimana ditetapkan dalam
UUPA Pasal 30 ayat (1), sebagai berikut :
(1) Warga Negara Indonesia;
(2) Badan twkom yang didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia.

4) Hapusnya hak guna usaha

Menurut UUPA Pasal 34, Hak Guna Usaha hapus karena :

(1) Jangka waktu berakhir;

(2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena
sesuatu syarat tidak dipenuhi;

(3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

(4) Dicabut untuk kepentingan umum;

(5) Tanahnya diterlantarkan;

(6) Tanahnya musnah;
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(7) Karena ketentuan Pasal 30 ayat (2): tidak lagi memenuhi
syarat subyek.

5) Jangka waktu hak guna usaha

Hak guna usaha itu jangka waktunya terbatas, hal ini dapat
diketahui dari ketentuan Pasal 29 yang berbunyi:

Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha itu waktunya
berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun
dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun
dipandang sudah cukup lama untuk keperluan
pengusahaan tanam-tanaman yang berumur panjang
penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat
pada tanaman kelapa sawit.

Hak guna usaha dapat diberikan untuk paling lama 25
tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih
lama sebagai misalnya penejelasan Pasal 29 menyebut tanaman
kelapa sawit, dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu
paling lama 35 tahun. Atas permintasn pemegang hak dan
mengingat keadaan perusahaan jangka waktu tersebut dapat
diperpanjang dengan waktu 25 atan 35 tahun. Jangka aktu
tersebut oleh UUPA dipandang sudah cukup lama, untuk
keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur

panjang seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit dan lain-lainnya.

6) Luas tanah yang dikmasai dengan hak guna usaha
Pasal 28 ayat 2 menetapkan, bahwa :
Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling
sedikit 5 hektar harus memakai investasi modal yang
layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan
pekembangan zaman. Hak Guna Usaha diberikan atas
tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar."

¥ Ibid., him. 56-59.
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2.1.53. Hak guna bangunan
1) Definisi hak guna bangunan

Hukumnya selalu disebut dalam UUPA Pasal 16 ayat (1)
sebagai salah satu hak atas tanah, seperti halnya hak milik dan
hak guna usaha maka Hak Guna Bangunan pun secara khusus
diatur leh UUPA dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40,
kemudian disebut juga dalam UUPA Pasal 50 dan Pasal 52.
Hak Guna Bangunan dalam pengertian hukum Barat sebelum
dikonversi berasal dari hak opstal yang diatur dalam Burgelijk
Wetboek Pasal 711.

Hal yang diatur dalam UUPA barulah merupakan ketentuan
pokok saja, sebagaimana terlihat dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa
ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna bangunan
akan diatur dengan Peraturan perundangan, baik berupa
peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri. Pasal 35 ayat
(1) menetapkan bahwa :

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai banguan-bangunan atas tanah yang bukan

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30

tahun.

Hak guna bangunan merupakan suatu hak atas tanah, maka
memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk
menggunakan tanah yang bersangkutan untuk mendirikan dan
memiliki bangunan-bangunan di atasnya = Berdasarkan
penjelasan UUPA Pasal 35 bahwa berlainan dengan hak guna
usaha maka hak guna bangunan tidak mengenai tanah
pertanian. Dalam hal ini selain atas tanah yang dikuasai oleh

Negara, dapat diberikan atas tanah milik seseorang.

Pemegang hak guna bangunan tidak dapat mengambil
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan
Penjelasan UUPA Pasal 8 maka sebagai pemegang hak guna
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bangunan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini
maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu
memerlukan pengaturan tersendiri.

Sifat-sifat dan ciri-ciri hak guna bangunan
Sifat-sifat dan ciri-ciri hak guna bangunan dapat disebutkan

antara lain :

(1) Walaupun tidak sekuat hak milik, namun sebagaimana
halnya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan pun
tergolong hak-hak yang kuat, artinya tidak mudah hapus
dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
Dalam hal ini maka hak guna bangunan termasuk salah satu
hak yang wajib didaftarkan (UUPA Pasal 38 dan PP Nomor
10 Tahun 1971 Pasal 10); _

(2) Hak guna bangunan dapat beralih, artinya dapat diwaris
oleh ahli waris yang empunya hak (Pasal 35 ayat (3));

(3) Sebagimana halnya dengan hak guna usaha, maka hak guna
bangunan jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu
waktu pasti berakhir (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2));

(4) Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan;

(5) Hak guna bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain,
yaitu dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau
diberikan dengan wasiat (di /egat kan) (Pasal 35 ayat (3));

(6) Hak guna bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang
empunya hingga tanahnya tanah negara (Pasal 40 huruf c).

Jangka waktu hak guna bangunan
Hak guna bangunan jangka waktunya terbatas hal ini dapat
diketahui dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang

menetapkan sebagai berikut :
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(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas fanah yang bukan
miliknya sendini, dengan jangka wktu paling lama 30 tahun;

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka
waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan
waktu paling lama 20 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
hak guna bangunan diberikan paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

4) Luas tanah yang dikuasai dengan hak guna bangunan
Berdasarkan Prp Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 12 tentang
penetapan luas tanah pertanian maksimum luas dan jumlah
tanah untuk perusahaan dan pembangunan lainnya akan diatur

dengan peraturan pemerintah.

5) Yang dapat memiliki hak guna bangunan
Baik perseorangan maupun badan-badan  hukum,

berdasarkan Pasal 36 avat (b} \\'{\W %Nm\ mempunyai Hak
Q“\\\\“\S‘h\))\,\,man 1alah -

(1) Warga Negara Indonesia;

(2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia. >

6) Hapusnya hak guna bangunan
Berdasarkan Pasal 40 Hak Guna Bangunan hapus karena :
(1) Jangka waktu berakhir;
(2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena
sesuatu syarat tidak dipenuhi;

?° Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Pasal 19.
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(3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

(4) Dicabut untuk kepentingan umum;

(5) Diterlantarkan;

(6) Tanahnya musnah;

(7) Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

Demikianlah hak-hak atas tanah yang terpenting dalam
UUPA yang jika diteliti dan dibandingkan dengan hak-hak di
dalam Burgerlifk Wetboek hampir sama dengan hak eigendom,
hak erfpacht, dan hak opstal yang mempunyai sifat kebendaan
atau zakelijk karakter, yaitu hak-hak tersebut dapat
dipertahankan terhadap siapa pun dan dapat dilakukan
penuntutan di tangan siapa pun benda itu berada, dengan ciri-
ciri diantaranya sebagai berikut :

(1) Dapat dijual,

(2) Dapat ditukar;

(3) Dapat disewakan;
(4) Dapat dihibahkan;
(5) Dapat dijaminkan;
(6) Dapat diwariskan.”!

2.1.54, Hak pakai

Hak pakai selain disebut dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai salah
satu hak atas tanah, maka secara khusus hak pakai diatur UUPA
dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43. Kemudian disebut juga
dalam Pasal 49 ayat (2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan
suci lainnya. Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 52, bersangkutan dengan
pengaturannya lebih lanjut dan akhirnya dalam pasal-pasal dari
ketentuan-ketentuan konversi, yaitu Pasal 1 ayat (2), pasal VI dan
Pasal VII ayat (2).

2 Ibid., him. 56-59.
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Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan Bab I dan Bab II dan
diktum pertama UUPA juga berlaku terhadap hak pakai, demikian
pula akibat dari pada dicabutnya berbagai peraturan sebagai yang
telah dibahas di atas. Hak pakai juga disebut-sebut dalam Undang-
Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 Pasal 14 Tentang Penanaman
Modal Asing. Pengaturan dalam UUPA barulah merupakan
ketentuan-ketentuan pokok saja.

Menurut Pasal 50 ayat (2) ketentuan-ketentuan lebih lanjut
mengenai hak pakai akan diatur dengan peraturan perundang-
undangan. Peraturan ini dapat berbentuk undang-undang, tapi juga
peraturan pemerintah atau pun peraturan menteri. Pasal 52 ayat (2)
menyatakan peraturan perundangan tersebut dapat memberikan
ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tinggi
Rp.10.000,-

Tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran. Hingga
kini peraturan yang lengkap mengenai hak pakai itu belum ada
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 kiranya masih dapat diperlukan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Muda
Agraria Nomor 15 Tahun 1959, PMA Nomor 1 Tahun 1960 Bab
IV dan Bab V, dengan cata\an bahwa apa yang disebut hak sewa
harus dibaca hak pakai, karena negara bukan pemilik tanah maka
tidak dilakukan persewaan dan bentuk pemberian haknya tidak lagi
berupa suatu perjanjian, melainkan berupa surat keputusan sebagai
yang dimaksudkan dala Pasal 41 ayat (1).2

Dengan surat edaran Menteri Agraria 20 Pebruari 1961 Nomor
Ka 27/4/3 diinstruksikan, agar istilah persewaan tanah negara
dalam peraturan menteri tersebut dibaca hak pakai atas tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dan uang sewa selanjutnya disebut

uang wajib. Pada surat edaran itu disertakan juga contoh surat

2 Ibid., him. 60.
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keputusan pemberian hak pakai, sebagai perubahan mengenai
perjanjian sewa menyewa.

Hak pakai yang berasal dari hak konversi pada konversi pada
umumnya berlaku hukum adat atau yang diperjanjikan pada waktu
hak yang dikonversi itu diberikan, sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Mengenai hak pakai
diatur dalam surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK VI/5/ka
20 Januari 1962 terbatas pada hak pakai yang berjangka waktu
lebih dan 5 tahun

Ketentuan yang serupa terdapat pula dalam PMA Nomor 9
Tahun 1965 Pasal 9. Ketentuan mengenai pendaftaran itu telah
diubah dengan PMA Nomor 1 Tahun 1966. Selanjutnya maka
semua hak pakai atas tanah Negara didaftar dan setiap peralihannya
memerlukan izin pemindahan hak sebagai yang dimaksud dalam
PMA Nomor 14 Tahun 1961.

2.1.55. Hak sewa

Hak sewa selain disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai
salah satu bak atas tanah, maka secara khusus hak sewa diatur
dalam Pasal 44 dan Pasal 45. Kedua pasal itu khusus mengenai hak
sewa untuk bangunan. Hak sewa tanah pertanian disebut dalam
Pasal 53 yang merupakan salah satu pasal dari Bab IV yang
memuat Ketentuan-Ketentuan Peralihan. Hak sewa tanah pertanian
pengaturannya dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan peralihan,
karena UUPA diberi sifat sementara, dalam arti bahwa dikemudian
hari lembaga sewa tanah pertanian itu akan ditiadakan, karena
bertentangan dengan azas yang disebutkan dalam Pasal 10,
penjelasan Pasal 16, Pasal 44 dan Pasal 457

Selama belum dihapuskan maka menurut Pasal 53 hak tersebut
harus diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan
dengan UUPA, khususnya untuk menghindarkan jangan sampai

B Ibid.,, him. 61.
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dalam hubungan sewa menyewa tanah pertanian itu terjadi praktek-
praktek pemerasan. Dalam hubungannya dengan persewaan tanah
rakyat oleh perusahaan-perusahaan gula, tembakau, rosella,
corkhorus.

Berlainan dengan penguasaan tanah pertanian dalam hubungan
gadai dan bagi haasil maka dalam sewa menyewa itu tidak dapat
secara umum dikatakan siapa yang merupakan pihak yang lemah
dan memerlukan perlindungan oleh hukum, pihak yang menyewa
ataukah yang menyewakan. Peraturan yang dimaksudkan oleh
Pasal 53 tersebut di atas hingga kini belum ada. Terhadap hak sewa
berlaku juga Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 52 ayat (2).

Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan Bab I dan Bab II dari
Diktum Pertama UUPA berlaku pula terhadap hak sewa, demikian
juga akibat dari pada dicabutnya berbagai peraturan yang telah
dibahas di atas. Apa yang diatur dalam UUPA barulah merupakan
ketentuan-ketentuan pokok saja. Menurut Pasal 50 ayat (2)
ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak sewa untuk
bangunan akan diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan itu
dapat berbentuk undang-undang. Peraturan pemerintah atau
Peraturan Menteri. Peraturan yang dimaksudkan itu menurut Pasal
52 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-

Tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran. hingga
kini peraturan yang lengkap mengenai hak sewa untuk bangunan
itu belum ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 maka hukum yang
berlaku tethadap sewa menyewa tanah, baik tanah untuk bangunan
maupun tanah pertanian ialah Hukum Adat, sepanjang dan selama
permasalahannya belum ada pengaturannya di dalam UUPA dan
peraturan-peraturan tertulis lainnya.>*

2 1pid,, hlm. 62.
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2.1.6. Pendaftaran Tanah

1) Definisi Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumsh susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya;*

2) Aspek Hukum Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan rangkalan  kegiatan
administratif yang dilakukan oleh badan pemerintah sampai
menerbitkan tanda bukti haknya dan memelihara rekamannya.
Kegiatan ini diwujudkan dalam pembinaan status tanah dari tanah
tersebut. Sehingga badan yang memberikan hak atas tanah hanya
ada satu (monopoly function). Sekalipun dijumpai ada badan yang
melakukan pendaftaran tanah seperti kantor pajak, namun kantor
pajak tidak dapat memberikan hak atas kepemilikannya.

Pendafiaran hanya dilakukan agar memudahkan pencatatan
sehingga dapat dilakukan penarikan pajaknya dengan teratur (fiscal
cadastre). Umumnya ini adalah tanah-tanah yang tunduk pada
hukum adat, seperti tanah yayasan atau tanah gogolan. Yang
intinya bertujuan untuk menentukan yang wajib membayar pajak
atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikan tanda bukti
berupa pipil, girik atau petok. Didaftar bukan untuk memberikan

jaminan kepastian hukum.?

BIndonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaflaran Tanah, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3696, Pasal 1 huruf 1.

%% Toton Suprapto, “Kepastian dan Perlindungan Hukum pada Landasan Keadilan dan
Kebenaran”, makalah Seminar Berkala para Dosen Hukum Agraria se-Jawa, FH, Trisakti Jakaria
Februari 2002, hlm. 2
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Rangkaian proses kegiatan pendaftaran tanah, termasuk balik
nama yang dilakukan atas pendaftaran ulang (continuous
recording) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur
tahap demi tahap. Tahapan dimaksud meliputi kegiatan
pengukuran, pemetaan kadasteral, pemberian keputusan
(recommendation) akan haknya (SKPT) hingga pada pemberian
tanda bukti hak tersebut (sertifikatnya) serta pemeliharaan data
pendaftarannya.

Jika saja dicermati lebih dalam, maka kegiatan atau tugas
pendafiaran tanah itu memang dilakukan dalam minimal enam
langkah. Keenam kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran
tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas pengukuran, pemetaan, dan penerbitan surat ukur.

2. Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang berasal dari:
- Konversi dan penegasan hak atas tanah bekas hak-hak

lama dan milik adat,
- Surat keputusan pemberian hak atas tanah, dan
- Pengganti karena hilang atau rusak.
3. Pendaflaran balik nama karena peralihan hak (jual beli,
hibah waris, lelang, tukar-menukar, inbreng dan merger).
4. Pendaftaran hak tanggungan (pembebanan hak).
5. Penerbitan Surat Keterangan Pendafiaran Tanah (SKPT).
6. Pemeliharaan data, dokumen/warkah, dan infrastruktur
pendaftaran tanah.”’

Dengan demikian langkah-langkah tersebut disebutkan dalam
satuan sistem administrasi pertanahan yang mencakup keterpaduan

%7 Soni Harsono, State Minister of Agraria Affairs/Head of the National Land Agency,
Analisis CSIS, Tahun XX No. 2, Maret — April 1991.
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awal sampai pada perekaman informasi yang up to date data tanah
dan hak-hak tanah yang didafiarkan hingga pada pengawasannya.
Makanya dalam pendaflaran tanah yang baik harus melakukan
pekerjaan antara kegiatan teknis dan kerangka kerja kelembagaan
yang alamatnya tidak hanya pengaturan secara mekanik, survei,
dan rekaman dari bagian-bagian tanah tersebut tetapi juga hukum,
financial, administrasi, aspek sosial, dan issue politiknya yang
dirangkai atau dipadukan dalam kegiatan manajemen pertanahan®.

3) Maksud Dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan
tuyjuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana yang
pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA Pasal 19, yaitu :*
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendafiaran tanah diseluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendafiaran tersebut meliputi:
- pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- pendafiaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut;
- pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaflaran tanah diseclenggarakan dengan mengingat
keadaan Negara dan masyarakat,
(4) Keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri

Agraria.

% A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Takun 1997
dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP 37 Tahun 1998), Mandar Maju,
Bandung, 1999, him. 187

¥ Boedi Harsono, Loc. cit., hlm, 475.
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Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas,
dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.*

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan
memerlukan :

- Perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas
serta dilaksanakan secara konsisten;

- Penyelenggaraan pendafiaran yang efektif.

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapa pun
yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui
kemungkinan apa yang tersedia untuk menguasai dan
menggunakan tanah vyang diperlukannya, bagaimana cara
memperolehnya hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa
yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi
yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang
bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan
penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya. >’

Tujuan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaliaran Tanah, adalah sebagai
berikut:

I. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*?

Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan
sertipikat hak atas tanah.*

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Loc.cit., Pasal 19.
3 Ibid., him. 69.

*2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 3 ayat (1).
3 Ibid., Pasal 4 ayat (1).
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2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan termasuk Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi informasi maka data fisik dan data
yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun
yang sudah terdafiar terbuka untuk umum

Agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar; >’

Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan 3
Dalam mencapai tertib administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah
dan satuan rumah susun termasuk peralihan,
pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan
hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar3’
Pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk
mendapatkan kepastian hukum bagi semua orang atas
tanahnya dan kepastian hak bagi pemegang hak atas
tanah, di samping itu fungsi pendaftaran tanah dapat
dilihat dari berbagai peristiwa hukumnya seperti:>®

Dalam pemberian hak baru dalam Surat Keputusan
Pemberian Hak Pendaftaran tanah berfungsi untuk:
» Memperkuat pembuktian; dan

o Syarat konstitutif bagi kelahiran haknya.
Dalam hal kewarisan pendaftaran  berfungsi untuk

memperkuat pembuktian., yaitu sebagai berikut:

3 Ibid., Pasal 3 ayat (2).
3% Ibid., Pasal 4 ayat (2).
36 Ibid., Pasal 3 ayat (3).
37 Ibid., Pasal 4 ayat (3).

38 [rawan Soerodjo, Kepastian Hukum atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003,

him. 53
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(1) Dalam jual-beli, tukar-menukar dan hibah pendaftaran
tanah berfungsi untuk memperkuat pembuktian dan untuk
memperluas pembuktian

(2) Dalam pembebanan hak atas tanah pendaftaran tanah
berfungsi sebagai penentuan syarat publikasi bagi sahnya
kelahiran hak yang di bebankan dan untuk memperkuat
pembuktian.

Dalam peristiwa hapusnya hak atas tanah dan hapusnya hak
tanggungan fungsi pendaftaran tanah adalah sebagai upaya tertib
administrasi bukan untuk menentukan hapusnya hak atas tanah
atau hak tanggungan tersebut™.

Menurut  ketentuan = undang-undang  penyelenggaraan
pendaftaran tana}'l ini yang meliputi pendaftaran hak atas tanah,
pendaftaran pemindahan hak atas tanah, pendaftaran pembebanan
hak atas tanah dan pendaftran penghapusannya hak atas tanah,
harus dilakukan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan UUPA dan juga ketentuan PP 24 Tahun 1997
tugas pendaftaran tanah itu dapat diperninc atas °

(1) Pendafiaran hak atas tanah yang meliputi perbuatan-
perbuatan pemetaan tanah, pengukuran tanah, pembukuan
tanah serta memberikan sertipikat atas tanah, yang
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat;

(2) Pendaftaran peralihan hak atas tanah, pemberian hak baru,
serta pembebanan hak atas tanah, melakukan pembukuan
atas pemindahan dan pembebanan tersebut, memberikan
sertipikat hak baru;

(3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah.*°

3 Abdurahman, Tentang dan Sekitar UUPA, Cet-1, Alumni, Bandung, 1984, hlmn. 24.

** Sri Socdewi Masjchoen Sofwan, Hak Jaminan Atas Tanah, (Y ogyakarta: Liberty, 1981),
him. 38-39,
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4) Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem
pendaftaran hak (registration of titles) sebagaimana digunakan
dalam penyelengaraan pendafiaran tanah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, bukan pendaftaran akta Hal
tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang
memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan
serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang
didaftar.

Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik
atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam
buku tanah, yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah
yag bersangkutan dan sepanjang ada surat ukumya dicatat pula
pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta
pencatatannya pada surat ukur tersebut merupakan bukti, bahwa
hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang
tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah
didafiar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Guna kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
diterbitkan setipikat sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat
ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Sistem publikasi yang digunakan tetap seperti dalam
pendafiaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961, yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena
akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembukiian yang kuat, seperti dinyatakan dalam
UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat
(2) dan Pasal 38 ayat (2). Bukan sistem publikasi negatif yang
mumi. Sistem publikasi yang negatif mumi tidak akan
menggunakan sistem pendaftaran hak, juga tidak akan ada
pernyataan seperti dalam pasal-pasal dalam UUPA tersebut, bahwa
sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
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Prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data
yuridis yang diperlukan serta pemeliharaannya dan penerbitan
sertipikat haknya, biarpun sistem publikasinya negatif, tetapi
kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan secara seksama,
agar data yang disajikan sejauh  mungkin  dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.*!

5) Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah
Bila hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan, satu kepastian hukum pendaftaran tanah itu akan
dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi yang terjadi malah
sebaliknya masih dianggap tidak ada kepastian hukum dari adanya
pendaftaran tanah di negara ini. Tidak terwujudnya kepastian
hukum ini didorong oleh beberapa faktor seperti:
(1) Faktor sejarah kepemilikan tanah.
Ketika hambatan jadi negara pendapatan tanah masih
diabaikan dan dianggap tidak menjadi penting sehingga
saat ini pendafaran tanah it lidak dianggap sebagai
Kewajiban yang dapal mengemukakan hak atas tanah.
Apalagi kepemilikannya adalah kepemilikan kolektif. Maka
bukti hak tidak perlu, sehingga masyarakat tidak aman
mendapatkan tanah. Dan bukti tanah selalu diabaikan
sehingga kepentingan tidak terwujud dengan baik.*?
(2) Faktor psikologi masyarakat.
Masyarakat tidak memahami suatu perbedaan yang berarti
antara ada sertipikat dengan tidak ada sertipikat atas
tanahnya. Bahkan perlindungan yang diberikan oleh negara
terhadap pemegang sertipikat hampir sama dengan yang
tidak memiliki sertipikat. Realitas tidak adanya jaminan
(titel insuren) yang lebih ini melemahkan keinginan

masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Orang hanya

! Boedi Harsono, op.cit., hlm. 480-481.
2 Sihombing, Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2004, Him. 18
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mau mendaftarkan tanah jika ada keinginan untuk
menggunakannya sehingga makna sertipikat ini belum
menjadi bergelora dari perlindungan masyarakat. **

1) Kelemahan aturan pendaftaran tanah.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang tidak tahu
tentang aturan pendaftaran tanah. Oleh karena itu secara
material diharapkan dapat mempercepat pendaftaran tanah
terwujud temyata tidak. Sehingga tidak dijumpai
perlindungan atas aturan tersebut. Bahkan memang isi
aturan itu tidak dapat dipertahankan untuk memberikan alat
bagi pencapaian target terwujudnya sertipikat hak atas
tanah di Indonesia.

2) Faktor pelaksana dan pelaksanaan.

Masih banyak keluhan masyarakat pada pelaksanaan
dari pendaftaran tanah. Akibat pelaksanaan terkadang
dianggap tidak tegas dan bahkan beda tafsir dalam
melakukan pekerjaannya. Jika ini muncul sudah pasti akan
tidak terdorong lagi masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya.

3) Intervensi undang-undang BPHTB dan biaya lain.

Sekarang yang ingin mendaftarkan tanah, di samping
harus memenuhi biaya pemohon yang ditetapkan aturan
pendafiaran tanah masih juga ada biaya-biaya lain atas
perintah undang-undang yang tidak dapat diabaikan seperti
Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang BPHTB, dan
undang-undang PBB lain. Semua biaya yang dibebankan
dari ketentuan aturan pendaftaran tanah itu sendiri
menjadikan orang enggan mendaftarkan tanahnya apalagi
di daerah perdesaan.

Indikator ini menjadi problematika pelaksanaan
pendafiaran tanah sehingga pendaftaran tanah tidak

“3 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indomesia, CV Pancuran
Tujuh, Jakarta, 1974, Him. 103
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terwujud  kepastian hukum dari  dilaksanakannya
pendafiaran. Bahkan faktor-faktor tersebut di atas membuat
munculnya permasalahan pendaftaran tanah seperti adanya:
o Sertipikat palsu,

e Sertipikat aspal,

e Sertipikat ganda,

¢ Pemblokiran sertipikat oleh bank.*

Ketidakpastian hukum bagi tanah masyarakat harus
menjadi  perhatian bagi pemerintah agar segera
mensosialisasikan apa dan bagaimana pendaftaran tanah
serta tujuan dilakukan pendaftaran. Bila dibiarkan akan
mendorong tidak yakinnya lagi masyarakat atas bukti hak
itu sendiri karena dianggap tidak dapat melindungi hak-hak
tanah masyarakat.

Yang perlu menurut A.P. Parlindungan untuk mengatasi
permasalahan agraria ini harus tetap berpijak pada suatu
teori tentang:

e Pandangan mengenat political will,
» Pandangan mengenai permasalahan planning political
will,
e Pandangan mengenai programming,
¢ Pandangan mengenai pelaksanaan dan pelaksana,
° Pandangan mengenai pengawasan, dan

e Pandangan mengenai ketahanan nasional. *

Kasus/Duduk Perkara
Di dalam penulisan tesis ini, para penggugat/H. Muhammad
Samin dkk, sebagai Anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri

“ Soni Harsono, State Minister of Agraria Affairs/Head of the National Land Agency,
Analisis CSIS, Talun XX No. 2, Maret — April 1991. Him. 8

4 AP. Parlindungan, “Permohonan Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Menurut
Peraturan yang Berkaitan”, Makalah Seminar Fakultas Hukum USU tanggal 19 Oktober 1996,
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Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) adalah sebagai
pemilik tanah garapan seluas 332234 m’ yang terletak di Kampung
Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
di mana tanah tersebut semula adalah perkebunan karet milik Belanda
yang kemudian pada 1942 dikuasai oleh Jepang dan kemudian digarap
oleh masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut Pada 1964 para penggugat
mulai secara inisiatif menggarap tanah tersebut.

Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio
cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (RRI) meminta
sebagian tanah garapan penggugat melalui H. Muhammad Samin sebagai
koordinator penggarap, kemudian penggugat memberikan sebagian tanah
tersebut seluas 70.100 m’ untuk dipakai sebagai lokasi bangunan
pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor pada tahun 1980.

Pada 1990 tanah garapan tersebut dibagi-bagikan kepada para
anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (PEPABRI), setiap anggota mendapat satu kavling
seluas 200 m® dengan dasar pemyataan pengalihan garapan yang telah
dilegalisir pada Kantor Notaris R.M. Sinulingga, S.H.

Pada 1996, penggugat diundang oleh Kepala Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok dan memberitahukan kepada para penggugat/H.
Muhammad Samin dkk, bahwa tanah garapan penggugat telah diterbitkan
sertipikat Hak Pakai Nomor 4./1995, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq.
Direktorat Radio cq. Proyek Perumaan Mass Media Radio Republik
Indonesia (RRI) Jakarta, tetapi penggugat sangat meragukan keabsahan
sertipikat tersebut karena terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam isi
sertipikat tersebut seperti :

1) Masih tertulis Cimanggis seharusnya produk tahun 1995 sudah harus
tertulis Kecamatan Sukmajaya;

2) Pengisian sertipikat terkesan direkayasa/dibuat-buat dan ada tulisan
tangan;
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3) Tercatat pembukuan tanggal 1 April 1981, sedangkan gambar situasi
tanggal 18 Mei 1995, hal tersebut tidak masuk akal proses sampai 14
tahun lamanya;

4) Tertulis penggantian luas sertipikat hak pakai Nomor 2./Curug karena
hilang dicoret dan tertulis tangan dan diganti Nomor | Sukmajaya;

5) Tidak tertulis siapa penunjuk batas;

6) Tidak disebut batas-batas tanah tersebut;

7) Tidak ada gambar/peta situasi tanah tersebut,

8) Jika luas tentu gambar dan peta harus ada.

Dalam proses penerbitan tidak melibatkan aparat dari
desa/kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 ayat (3).

Pada 25 April 1996 Kepala Kelurahan Sukmajaya memberikan
keterangan/pernyataan sebagai berikut:

Dari kami pihak kelurahan tidak mengetahui secara jelas, baik
proses peralihan hak dari tanah milik Radio Republik Indonesia.

Dalam hal ini berarti aparat desa/kelurahan Sukmajaya sama
sekali tidak diikut sertakan dalam proses penyelidikan riwayat tanah
sampai pada proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 4 dan karena
hal tersebut sertipikat sangat diragukan keabsahannya.

Dengan dasar-dasar pokok permasalahan dan adanya hal-hal yang
Janggal tersebut penggugat menuntul agar tanah garapan tersebut
dikembalikan kepada penggugat serta sertipikat Hak Pakai Nomor 4/1995
dinyatakan batal demi hukum dan menuntut agar tergugat I membongkar
semua bangunan yang berada di atas tanah garapan milik

penggugat/H.Muhammad Samin dkk.
Putusan Pengadilan
2.3.1. Pengadilan Negeri

1) Pertimbangan dan dasar hukum dalam perkara ini adalah :

¢ Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya,
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Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tepat dan
benar,

Menyatakan Pembantah adalah milik yang sah atas tanah seluas
332.234 M? yang terletak di Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kotip, Depok, Kabupaten Bogor,
Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995 atas nama
Departemen Penerangan seluas 450.575 M2 adalah sah menurut
hukum.

Mengangkat Sita Jaminan dalam penetapan Pengadilan Negeri
Bogor Np.161/PDT.G/1997/PN.BGR tanggal 6 Nopember 1997,
Berita Acara Sita No.18/Pdt/CB/1997/PN.BGR. tanggal 22
Nopember 1997, atas Sertipikat tanah milik Pembantah seluas
323.234 M?, dan menguatkan Penetapan Pengangkatan Sita
Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Penetapan
Pengadilan Negeri Bogor, No.196/PdtBTH/ 1997/PN.BGR.
tanggal 2 April 1998, jo. Berita Acara Pengangkatan Sita
No.02/PDT/PEN/CB/1998/PN.BGR. tanggal 4 April 1998, jo.
No.19/Pdt/CB/1997/PN.BGR, jo. No.161/Pdt.G/1997/PN.BGR,
jo. No. 196/Pd/BTH/1997/PN.BGR.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebth dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada upaya verzet, banding
dan kasasi.

Menghukum para Terbantah untuk-membayar biaya perkara
sebesar Rp. 183.000,- (seratua delapan puluh tiga ribu rupiah ).
Menimbang, bahwa dari bukti T.L2B tersebut yaitu berupa
Putusan Pengadilan Negeri Bogor,
No.196/Pdt. BTH/1997/PN,BGR., telah ternyala pula bahwa
mengenai materi pokok perkara, surat-surat bukti serta saksi-saksi
baik dari Pembantah maupun Terbantah adalah identitas serta
saling berkaitan dengan perkara No. 161/PDT.G/1997/PN.BGR.
Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa semua materi

hukum, bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun
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oleh para  Tergugat dalam  perkara  perdata  No.
161/PDT.G/1997/PN.BGR. secara lengkap sudah dipertimbangkan
dan diputuskan dalam perkara Bantahan No.
196/Pd/BTH/1997/PN.BGR., maka sesuai dengan ketentuan
hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Majelis Hakim
dalam perkara No. 161/PDT.G/1997/PN.BGR. tidak dibenarkan
memberikan penilaian hukum atas putusan perkara Bantahan No.
196/Pd 1/BTH/1997/PN.BGR.

e Menimbang bahwa oleh karena perkara perdata No.
16/PDT.G/1997/PN.BGR. dan perkara perdata Bantahan No.
196/Pd/BTH/1997/PN.BGR. dalam tingkatan yang sama yaitu
dalam peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bogor, maka
Majelis Hakim dalam perkara Perdata No.
161/PDT.G/1997/PN.BGR. sesuai dengan ketentuan hukum dan
Yurisprudensi tidak mempunyai kewenangan hukum untuk.
memberi penilaian hukum dan memutuskan dengan amar Putusan
yang berbeda-dengan Putusan perkara perdata Bantahan No.
196/PdVBTH/1997/PN.BGR.

e Menimbang, bahwa berdasarkan ])Cl‘lilllbangan dan penilaian
hukum (ersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, menolak gugatan-Pengugat.

¢ Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka
Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Bogor tanggal 22 Nopember 1997 dengan Berita Acara No.
18/PdvVCB/1997/PN.BGR. harus dinyatakan tidak sah-dan tidak
berharga.

e Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat,

Dalam perkara ini putusan hakim adalah sebagai berikut :

(1) Dalam provisi : menyatakan menolak provisi yang diajukan

tergugat I tidak dapat diterima,;
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(2) Dalam eksepsi : menolak eksepsi yang diajukan tergugat 1 dan
tergugat II untuk seluruhnya;
(3) Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Juru Sita
Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 6 November 1997, dan
Berita Acara Penyitaan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr.
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

3. Menghukum penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.
936.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2.3.2. Pengadilan Tinggi

Pertimbangan hukum dan dasar hukum pada putusan di Pangadilan

Tinggi yaitu :

¢}

()

3)

4

Bahwa obyek yang disengketannya dalam perkara ini adalah tanah
seluas 332.234 m* yang terletak di Kampung Parung Serap, Desa
TirtaJaya, Kecamatan Sumajaya Kotip Depok, Kabupaten Bogor.
Tergugat I/terbanding mempertahankan haknya atas tanah sengketa
dengan mendasarkannya kepada sertipikat Hak Pakai No. 4/1995.
No. 9095/tahun 1995,
Masing-masing pihak yang diperkara telah menyerahkan foto copy
surat tanda bukti sertipikat hak pakai No. 4/Sukmajaya tahun 1995
yang kemudian ditandai dalam perkara ini.
Sertipikat hak pakai No. 4 Tahun 1995 yang diajukan
Penggugat/pembanding, maka pengadilan tinggi membenarkan
kejanggalan-kejanggalan yang diperdapat didalam sertipikat hak
pakai tersebut yaitu :
1. Masih tertulis “Cimanggis” seharusnya produk tahun
1995 sudah harus tertulis “kecamatan Sukamajaya.
2. Pengisian sertipikat terkesan direkayasa/dibuat-buat dan
ada tulisan tangan.
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3. Tercatat pembukuan tanggal 1 April 1981 sedangkan
gambar situasi tanggal 8 Mei 1995, hal ini tidak masuk
akal diproses sampai 14 tahun.

4. Tertulis penggantian luas sertipikat No. 2/Curug” karena
hilang dicoret dan diganti dengan No. Sukamaja.

5. Tidak disebut batas-batas tanah tersebut.

6. Tidak tertulis siapa penunjuk batas.

7. Tidak ada gambar/peta siatuasi tanah tersebut.

8. Jika luas ada tentu gambar/foto harus ada.

Dengan membandingkan surat bukt sertipikat hak pakai No. 4/Tahun
1995 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan surat bukti
sendiri sah hak pakai No. 4 Tahun 1999.

Fakta-fakta yang dikemukan diatas, Pengadilan Tinggi
berkesimpulan bahwa terhadap tanah sengketa Badan Pertanahan
Nasioal c¢q Badan Pertanahan, Kabupaten Bogor (tergugat
I/terbanding) telah mengeluarkan 3 (tiga) sertipikat hak pakai
bernomor 4 tahun 1995.

Berdasarkan fakia-fakia yang disebutkan diatas dan dihubungkan
dengan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam sertipikat
no. 4 tahun 1999.

Dengan dinyatakan batal demi hukum sertipikat Hak Pakai No. 4
tahun 1995, atas nama tergugat I/Terbanding, maka selanjutnya akan
dipertimbangkan apakah penggugat/pembanding berhak atas tanah
sengketa sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatannya
dan untuk jtu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan
sebagaimana yang dikeluarkan dibawah ini.

Berdasarkan surat perkataan” dari penggugat/pembanding, tertanggal
24 september 1988 dan surat keterangan tertanggal 20 Agustus 1997,
No. 593-271/Pem, yang dikeluarkan kepada Keluruhan Tirtajaya,
maka Pengadilan Tinggi dalam membenarkan argumentasi hukum

yang dikemukan penggugat, bahwa para penggugat/pembanding
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sejak tahun 1986 para penggugat/pembanding telah menguasai tanah
sengketa sebagai penggarap.

Dalam statusnya sebagai penggarap, yang menguasai tanah sengketa
para penggugat/pembanding telah memenuhi kewajibannya kepada
negara dengan membayar pajak atas tanah yang mereka kuasai dan
pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan adalah menerima
penyetoran pajak-pajak tersebut sebagai hal yang dibuktikan dan
berharga sekalipun telah diangkat dan dicabut dengan Penetapan
Ketua Majelis Hakim, tertanggal 2 April 1998, No.
196/Pdt/Bth/1997/PK. Bgr. dan Berita Acara Pencabutan Sita
Jaminan No. 02/Pdt/Pen CB/ 1998/ PN. Bgr, jo No.
19/pdt/CB/1997/PN. Bgr, jo No. 161 / Pd/G/1997/PN. Bgr Jo. No.
196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr, apalagi karena gugatan Penggugat/
Pembanding akan dikabulkan.

Oleh karena Sita Jaminan atas tanah sengketa telah dicabut dan
diangkat dengan Penetapan dan Berita Acara Percabutan
sebagaimana yang di sebut diatas, pada hal Sita Jaminan tersebut
masih dinyatakan sah dan berharga, maka Pengadilan Tinggi
menganggap perlu memernintahkan Pengadilan Negern untuk
melaksanakan Sita Jaminan atas tanah sengketa dengan membuat
Berita Acara Baru untuk itu.

Menimbang bahwa untuk mengantisipasi adanya kelalaian dari para
Tergugat/Terbanding, khususnya Tergugat I/Terbanding untuk
melaksanakan Keputusan Pengadilan dalam perkara ini, maka
Pengadilan Tinggi mempertimbangkan adalah patut dan memenuhi
rasa keadilan apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang-
paksa (Dwangsom) sebesar Up. 1.000.000 ( satu juta -rupiah ) setiap
hari jika Tergugat I lalai dalam melaksanakan keputusan Pengadilan
dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-
pertimbangan yang disebut di atas, maka Pengadilan Tinggi
barpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 10
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Agustus 1998, No. 161/Pdt G/1997/PK. Bgr. haruslah dibatalkan dan
dicabut dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim.
Keputusan Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari

para penggugat/pembanding;

2. Memberikan keputusan Pengadilan Negeri Bogor, 10 Agustus
1998 Nomor 161/PdtG/1997/PN.Bgr. yang dimohonkan
banding;

3. Dengan mengadili sendiri :

1

2)

3)

Dalam eksepsi : menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat

Dalam provisi : menyatakan tuntutan provisi yang diajukan
Tergugat I tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan penggugat adalah pemilik dari tanah

garapan seluas 332.234 m’ yang terletak di kampung
Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai
berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan
Tanah Nimang;

Sebelah Timur : Kali Kumpa dan Jalan RRI;

Sebelah Selatan : Tanah Garapan Nasir, Bambang,
Nelan, RRI;

Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Kicang.

. Menyatakan penggugat sebagai pihak yang berhak

mendapatkan pengakuan hak dari negara dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN).

. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang

diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor,
24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan
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Republik Indonesia cq.Direktorat Radio cq. Proyek
Mass Media Radio Republik Indonesia (RRI)Jakarta,
batal demi hukum.

5. Menyatakan surat-surat yang dimiliki mau pun yang
dipergunakan tergugat I selama ini berkaitan dengan
tanah garapan penggugat, batal demi hukum.

6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini, dengan penetapan Ketua
Majelis Hakim, 6 November 1997, Nomor
61/Pdt G/1997/PN.Bgr dan Berita Acara Penyitaan
Jaminan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgrjo Nomor
161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. 22 November 1997, atas tanah
sengketa seluas 332.234 m’ yang terletak di Kampung
Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, sah dan berharga.

7. Memeriniahkan Ketua Pengadilan Negen Bogor untuk
meletakan kembali sita jaminan atas tanah sengketa,
yang telah diangkat dengan tidak sah melawan hukum
dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim 2 April 1998,
Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr dan Berita Acara
Pencabutan Sita Jaminan Nomor.
02/Pdt/Pen.CB/1998/PN.Bgr. jo Nomor 161/Pdt/G/
1997/PN.Bgr. jo Nomor 196/Pdt/Bth/1997/ PN.Bgr.

8. Memerintahkan kepada tergugat I agar membongkar
semua bangunan yang berada di atas tanah garapan
yang dimiliki pengugat.

9. Menghukum tergugat I membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-
setiap hari, jika tergugat I lalai dalam melaksanakan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
yang tetap.
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10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding ditaksir Rp. 50.000,-.

11. Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya.

23.3. Kasasi
Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, mengadili sendiri
dan putusannya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu:

1. Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq.
Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya Cecep Ahmad Feisal, S.H.;

2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, dalam halini diwakili
oleh kuasanya Jaja Yudhafraja, S.H.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 25 Mei 1999
Nomor 603/Pdt/1998. Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr
Dalam provisi : menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh
tergugat I tidak dapat diterima.

Dalam eksepsi : menolak eksepsi yang diajukan tergugat I dan tergugat
I untuk seluruhnya.
Dalam pokok perkara :
(1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
(2) Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurus sita
Pengadilan Negeri Bogor, 6 November 1997, dan Berita
Acara Penyitaan 18/Pdt/Pen.CB/1997/PN . Bgr.dinyatakan
tidak sah dan tidak berharga;
(3) Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.
100.000,-
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2.3.4. Peninjauan Kembali

Pertimbangan dan dasar hukum peninjauan kembali adalah sebagai
berikut:

Keputusan kasasi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim
Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut pendapat
pemohon peninjauan kembali sangatlah tidak tepat karena telah ditemukan
bukti baru (rovum) yang ditemukan belum jadi pertimbangan hukum oleh
Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilik tanah
sengketa yang dikuasat oleh termohon I Peninjauan Kembali adalah milik
keluarga besar Gerald Tugo Faber (Wl. Samoel De Meyyer) sesuai dengan
surat kepemilikan eigendom verponding Nomor 23 AfSchrift 209 WL 9
November 1933 seluas 419.800 m? Perlu diketahui bahwa W1. Samoel De
Meyyer dahulu adalah pengusaha agrobisnis bidang perkebunan karet mau
pun teh, sehingga keterangan saksi H. Ramin HS di dalam kesaksiannya di
sidang Pengadilan Negeri Bogor, di mana keterangan saksi ini dijadikan
salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis Hakmm Kasasi, sedangkan
saksi H. Ramin HS yang menjabat Kepala Desa sejak 1952-1962 dan
sebagai Kepala Desa Naih dipanggil Camat Wedana Cibinong,
pemanggilan Kepala Desa Naih adalah pemberitahuan bahwa oper alih
tanah, dari tuan tanah kepada Departemen Penerangan secara jual beli dan
keadaan tanah sebagian kosong dan bekas kebun karet.

Sehingga keterangan saksi H. Ramin HS memperkuat bukti baru
(novum) pemohon peninjanan kembali bahwa pembelian tanah oleh
termohon Kasasi I dari Hak Tuk Nio/NV Maatscaapy tot expoltatie van
het land Cimanggis adalah salah alamat bukan kepada pemilik sah (asli),
sehingga jual beli tersebut dianggap tidak pemah ada/tidak pemah terjadi
antara W1. Samoel De Meyyer atau ahli warisnya dengan Departemen
Penerangan. Dengan demikian kepemilikan lahan yang saat ini dikuasai
oleh Radio Republik Indonesia (RRI) tidaklah benar, karena alasan hak
dari pada kepemilikan lahan masih milik keluarga besar Gerald Tugo
Faber (Wl. Samoel De Meyyer) dan juga pada halaman 37 Putusan Kasasi
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Mahkamah Agung Nomor 511 k/Pdt2000 tanggal 23 Maret 2000 diktum
6.2 yang menyatakan :

Harga pembelian tanah tersebut adalah Rp.2.000.000,- uang lama meliputi
tanah, tanaman, bangunan, ganti kerugian kepada rakyat yang menggarap,
pesagon kepada karyawan perusahaan penjual tanah sebanyak 110 orang
(untuk empat bulan gaji) dan ganti rugi kepada yang menyewa tanah.

Dalil-dalil yang diajukan termohon I peninjauan Kembali, secara
hukum bukan dianggap tidak pemnah ada perihal hak dari WI1. Samoel De
Meyyer dengan Departemen Penerangan cq. Radio Republik Indonesia
(dahulu Kementerian Penerangan Republik Indonesia) dan pemilik asli
tanah eigendom verponding Nomor 23 tidak pemah dijual kepada siapa
pun sehingga diharapkan Majelis Peninjauan Kembali dapat menerima
bukti baru yang disampaikan dan mengabulkan permohonan peninjauan
kembali yang diajukan.

Pertimbangan hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim Kasasi
dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bogor, menurut pemohon peninjauan kembali dengan sendirinya
gugur, karena dengan adanya bukti baru, pemilik tanah asli adalah
keluarga besar Gerald Tugo Faber (W1. Samoel De Meyyer) sesuai dengan
keterangan Balai Harta Peninggalan Jakarta, Departemen Kehakiman
Republik Indonesia yang menyatakan foto kopi eigendom verponding
Nomor 23 atas nama almarhum Han Tek Nio/NV. Maatschaapy tot
exploitatie van het land Cimangggis tidak terdapat data-data di kantor
Balai Harta Peninggalan, melainkan mengenai tanah eigendom verponding
Nomor 23 afchrifi Nomor 209, ML 9 November 1933 luas 419.800 m’
yang terletak di desa Sukmajaya Depok tercatat atas nama  WI. Samoel
De Meyyer. Sesuai tanggal ditemukan bukti baru tersebut dinyatakan
dengan sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor
01/Pdt/P/PK/2002/PN.Bgr. disahkan oleh hakim (pejabat berwenang),
bukti baru tersebut bersifat menentukan sebagaimana yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 67 huruf a.

Putusan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:
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1) Dalam eksepsi : menolak eksepsi tergugat I  dan tergugat II;

2) Dalam provisi : menyatakan tuntutan provisi yang diajukan tergugat 1
tidak dapat diterima;

3) Dalam pokok perkara : :
(1) Mengabulkan gugatan penguggat untuk sebagian;

e))

3)

C))

5

()

Menyatakan penggugat adalah pemilik dari tanah garapan seluas
332.234 m? yang terletak di Kampung Parung Serap, Kelurahan
Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah utara :  tanah milik Kaming, H Umar dan
Tanah Nimang;

Sebelah Timur : Kali Kumpa dan Jalan RRI;

Sebelah Selatan Tanah Garapan Nasir, Bambang,
Nelan, RRI

Sebelah Barat \ Tanah Sawah milik Kicang

Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan
pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);
Menyatakan sertipikat Hak Pakai Nomor 4/1995 yang diterbitkan
Badan Pertanahan Nasional Bogor, 24 Agustus 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio
cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta,
Batal demi hukum;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara tersebut,
dengan penetapan Ketua Majelis Hakim, 6 November 1997
Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. 22 November 1997, atas tanah
sengketa seluas 332.234 m’ yang terletak di kampung Parung
Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok,
sah dan berharga;

Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk
meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa, yang telah
diangkat dengan tidak sah melawan hukum dengan penetapan
ketua Majelis Hakim 2 April 1998, Nomor 196/Pdt/Bth/1997/
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PN.Bgr dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor
02/Pdt/Pen.CB/1998/PN.Bgr. jo Nomor 19 Pdtv/CB/1997/
PN.Bgr. jo Nomor 161/Pdt/G/ 1997/PN.Bgr jo Nomor 196/PdV/
Bth/1997/ PN.Bgr;

(7) Memernntahkan kepada tergugat 1 agar membongkar semua
bangunan yang berada di atas tanah garapan yang dimiliki
Penggugal;

(8) Menghukum tergugat I membayar uang paksa kepada penggugat
sebesar Rp. 1.000.000,- setiap han jika tergugat I lalai dalam
melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan yang tetap;

(9) Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang
untuk tingkat banding di taksir Rp. 50.000,-;

(10) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

(11) Menghukum para termohon peninjauan kembali untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebanyak Rp.
2.500.000,-.

2.4. Analisis Terhadap Permasalahan Hukum

Dari penulisan yang sudah dilakukan penulis, analisa terhadap
permasalahan hukum dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana kekuatan pembuktian tanah cigendom verponding
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah?

Hak-hak tanah barat seperti hak eigendom berubah menjadi hak
milik berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal JI konversi
dijelaskan bahwa Kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaflaran Tanah
merupakan suatu bukti tertulis yang kuat karena berdasarkan Pasal 24

ayat (1) dinyatakan bahwa:
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Untuk keperluan pendafiaran hak hak atas tanah yang berasal
dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atan permyataan yang bersangkutan yang
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendafiaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggapr cukup untuk
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang

membebaninya.

Bagaimana status tanah ex eigendom verponding jika tanah tersebut
disertipikasi oleh pihak lain?

Status tanah eigendom verponding jika disettifikasi oleh pihak lain
adalah sebagai pemegang hak eigendom verponding yang berdasarkan
UUPA dikonversi menjadi hak milik merupakan hak yang paling kuat dan
paling penuh di antara semua hak-hak atas tanah lainnya, sehingga si
pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapa pun
benda itu berada. Guna tercapainya kepastian hukum di bidang pertanahan
dan sesuai peraturan yang ada tentang pendaftaran tanah maka status tanah
eigendom verponding seharusnya ditingkatkan menjadi sertipikat hak
milik. Dalam kasus sengketa tanah antara H. Muhammad Samin dkk,
sebagai pemilik tanah garapan dengan Departemen Penerangan Republik
Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik
Indonesia (RRI) di atas tanah ex verponding yang telah dibuatkan
sertipikat hak pakai dapat dibatalkan karena berdasarkan data yuridis
tanah dan pencatatan di kantor pemerintahan desa setempat tidak pemah
terjadi pemindahan hak dari keluarga WL. Samoel De Meyyer. Pengaturan
HGU dan HGB dalam UUPA menunjukkan bahwa UUPA tidak konsisten,
karena HGU dan HGB sebetulnya merupakan hasil konversi dari hak
erfpacht dan hak opstal. Walaupun dengan berlakunya UUPA pasal-pasal
agraria dalam Buku II BW sudah dicabut termasuk pasal-pasal yang
mengatur hak-hak tersebut. Kalau diperhatikan Pasal 720 BW menyatakan
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bahwa hak erfpacht merupakan hak kebendaan untuk mendapatkan
kenikmatan sepenubnya dari benda tetap orang lain dengan syarat
membayar pacht setiap tahun (jaarlijke pacht) sebagai pengakuan terhadap
milik eigendom orang lain, bahwa dalam bentuk uang maupun hasil bumi.
Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) IS memuat ketentuan bahwa tanah domein
diberikan dengan hak erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun. Demikian
pula Pasal 711 BW mengatakan bahwa hak opstal sebagai suatu hak
kebendaan (zakelijke recht) untuk mempunyai rumah, bangunan dan
tanaman di atas tanah milik orang lain.

Apakah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588.PK/Pdt./2002 sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Berdasarkan kasus sengketa tanah antara H Muhammad Samin
dik, sebagai pemilik tanah garapan seluas 332.234 m?, yang terletak di
Kampung Parung Serap Kota Depok dengan Departemen Penerangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio
Republik Indonesia (RRI) sehubungan dengan telah diterbitkan sertipikat
Hak Pakai Nomor 4./1995, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas
nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio
cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, namun
keabsahan sertipikat tersebut diragukan karena terdapat kejanggalan-
kejanggalan dalam isi sertipikat tersebut seperti :

1) Masih tertulis Cimanggis seharusnya produk tahun 1995
sudah harus tertulis Kecamatan Sukmajaya;

2) Pengisian sertipikat terkesan direkayasa/dibuat-buat dan ada
tulisan tangan;

3) Tercatat pembukuan tanggal 1 April 1981, sedangkan gambar
situasi tanggal 18 Mei 1995, hal tersebut tidak masuk akal
karena prosesnya sampai 14 tahun lamanya;

4) Tertulis penggantian luas sertipikat hak pakai Nomor
2./Curug karena hilang dicoret dan tertulis tangan dan diganti
Nomor 1 Sukmajaya,
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5) Tidak tertulis siapa penunjuk batas;
6) Tidak disebut batas-batas tanah tersebut;
7) Tidak ada gambar/peta situasi tanah tersebut;

Dalam hal ini terbitnya sertipikat hak pakat di atas tanah garapan
yang diterbitkan oleh BPN Bogor tidak memuat ketentuan-ketentuan
penting yaitu berupa data yuridis dan data fisik didalam penerbitan
sertipikat serta tidak melibatkan instansi Desa terkait berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Sengketa tanah yang bukan
merupakan tanah milik pihak tergugat maupun penggugat dalam Putusan
Peninjaun Kembali Nomor 588.PK/Pdt/2002 terungkap merupakan tanah
eigendom verponding Nomor 23 afschrift Nomor 209, ML 9 November
1933 luas 419.800 m? yang terletak di desa Sukmajaya Depok tercatat atas
nama WL. Samoel De Meyyer, karena bagi tanah-tanah Hak Barat guna
menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan juga dilakukan kegiatan
kadaster fiskal guna pemungutan pajak tanah hak milik (eigendoms).

Dasar dari penentuan obyek pajak adalah status tanahnya sebagai
Hak Barat dan tanah hak milik adat. Sedangkan wajib pajak adalah
pemegang hak/pemilik tanah. Dalam hal ini meskipun yang menguasai
tanah tersebut memintanya, jika tanah yang bersangkutan bukan tanah Hak
Barat atau tanah hak milik adat, tidak akan dikenakan pajak Verponding.
Pengenaan verponding Eropa administrasinya dilakukan oleh Jawatan
Pajak dikaitkan dengan penyelenggaraan pendaftaran haknya oleh Pejabat
overschrijving. Dalam hal ini pengenaan pajak dilakukan dengan
pengenaan pajak atas nama pemilik tanah dan tanda pembayaran pajak di
kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan
tanah yang bersangkutan. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun karena azas kekuatan
hukum sertipikat tidak mutlak melainkan kuat, maka kekuatan sertipikat
masih dapat digugurkan dengan pembuktian lain selain sertipikat.**

Para penggugat/H. Muhammad Samin dkk, sebagai Anggota
Persatuan Pumawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik

48 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992),
hilm. 161.
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Indonesia (PEPABRI) adalah sebagai pemilik tanah garapan seluas
332.234 n’, yang terletak di Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok harus mengembalikan tanah yang
dipakai secara Okupasi dari milik Hak Barat secara sah maka berdasarkan
Instruksi Panglima Angkaia Bersenjata Nomor INST/02.VI/1989 harus
dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dalam hal ini pihak yang dapat
dikatakan sebagai pemenang adalah pihak yang memiliki surat verponding
tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan surat verponding yang dimiliki
oleh pihak keluarga WL. Samoel De Meyyer, masih diakui di mata hukum
sebagai salah satu alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah.

Dalam hal ini yang harus dipahami adalah verponding sebagai
produk peninggalan Pemerintahan Belanda, temyata sampai sckarang
masih dianggap sebagai salah satu alat bukti tertulis kepemilikan hak atas
tanah dan hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 24 ayat (1). Hak opstal
dan hak erfpacht itu dinyatakan dihapus dani kelentuan hukumnya
dinyatakan ftidak berlaku lagi, tapi semangat dan jiwanya dihidupkan
kembali melalui HGB dan HGU, karena kedua hak tersebut berorientasi
pada penguasaan tanah dalam skala besar. Akhirnya UUPA tetap
mengadopsi prinsip-prinsip dari hak-hak modem yang didasari pada ide-
ide barat modern dan prinsip-prinsip barat diadopsi secara diam-diam oleh
para pembentuk undang-undang.

Dalam hal ini harus diakui bahwa hukum pertanahan nasional
masih merupakan bagian dari Hukum Barat Karena merupakan produk
peninggalan Pemerintah Belanda yang sampai saat ini merupakan sejarah
berkelanjutan dari Hukum Pertanahan Nasional. Dalam hal pemberian hak
atas tanah yang merupakan kewenangan negara muncul tuntutan adanya
penyesuaian substansinya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara
amanat dan cita-cita UUPA dengan pelaksanaan atau realita sosial yang
berlangsung. Kesenjangan ini ditandai oleh ketidakkonsistenan antara
amanat dan semangat dari prinsip-prinsip dasar UUPA dengan

penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya.
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Prinsip-prinsip dasar UUPA tersebut antara lain prinsip negara
menguasai, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat
hukum adat, asas fungsi sosial semua hak atas tanah, prinsip landreform,
prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya
dan prinsip nasionalitas. Prinsip-prinsip dasar UUPA tersebut dapat
digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial di bidang
pertanahan. Prinsip dasar yang ada dalam UUPA tersebut dijabarkan
dalam berbagai produk berupa peraturan perundang-undangan dan
kebijakan lainnya. Di dalam praktik dapat dijumpai berbagai peraturan
yang bias terhadap kepentingan sekelompok kecil masyarakat dan belum
memberikan perhatian serupa kepada kelompok masyarakat yang lebih
besar.

Dalam rangka pembaharuan hukum agraria nasional salah satu
agendanya adalah penyederhanaan macam-macam hak atas tanah
Seyogyanya kalau mendasarkan diri pada hukum adat, maka hak atas
tanah itu hanya hak milik dan hak untuk menggunakan tanah baik tanah
negara maupun tanah hak milik orang lain. Penggunaan tanah negara bisa
diberikan untuk perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-
lain, juga bisa untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Terhadap
hak milik bisa dimilika perorangan, juga bisa dimiliki bersama-sama (hak
masyarakat hukum adat). Dalam hal tanah yang digunakan milik
masyarakat hukum adat, maka harus ada pembayaran recoqnitie kepada
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Apabila waktu yang diberikan
habis, maka tanah tersebut kembali pada masyarakat hukum adat dan tidak
menjadi tanah negara.

Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain
sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan
tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir
dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon ahli waris
dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di kantor desa dan kantor
kecamatan selama 2 bulan. Untuk pemohon yang sertipikatnya rusak atau
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hilang, pengumumannya dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita
Negara sebanyak 2 kali pengumman dengan tenggang waktu satu bulan.

Dalam pelaksanaan pengukuran, karena hakekatnya akan
ditetapkan batas-batas tanah maka selain pemilik tanah yang bermohon,
perlu hadir dan menyaksikan juga adalah pemilik tanah yang berbatasan
dengannya Pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur dan hasilnya akan
dipetakan dan dibuatkan surat ukur dan gambar situasinya. Atas bidang-
bidang tanah yang telah diukur tersebut kemudian ditetapkan subjek
haknya, kemudian haknya dibukukan dalam daftar buku tanah dar desa
yang bersangkutan.

Dafiar buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid,
satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendafiar satu hak atas tanah.
Dan tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan tersebut diberi nomor
urut menurut macam haknya. Penerbitan sertipikat Tahap terakhir yang
dilakukan adalah membuat salinan dari buku tanah dari hak-hak atas tanah
yang telah dibukukan. Salinan buku tanah itu beserta surat ukur dan
gambar situasinya kemudian dijahit / dilekatkan menjadi satu dengan
kertas sampul yang telah ditentukan pemerintah, dan hasil akhir itulah
yang kemudian disebut dengan sertipikat yang kemudian diserahkan
kepada pemohonnya. Dengan selesainya proses ini maka selesailah
sertipikat bukti hak atas tanah yang kita mohonkan. Untuk lancarnya tahap-
tahap tersebut diatas, pemohon senantiasa dituntut untuk aktif dan rajin
mengurus permohonannya itu. Segala kekurangan persyaratan bila
mungkin ada, harus diusahakan untuk dilengkapinya sendiri. Kelincahan
dalam mengurus kelengkapan dari syarat-syarat ini akan sangat
berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertipikat. Untuk
itu perlu adanya komunikasi aktif yang dilakukan oleh pemohon kepada
petugas  di  Badan  Pertanahan untuk  mengetahui  progres
pengurusan/penerbitan sertipikatnya.
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3.1.

3.2.

BAB 11

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan

bahwa :

1.

[

Kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
merupakan alat bukti yang kuat karena berdasarkan Pasal 24 hak atas
tanah yang berasal dan konversi hak-hak lama seperti eigendom
verponding sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu alat
bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah;

Status tanah ex eigendom verponding masih merupakan bukti
kepemilikan yang kuat selama belum ada peralihan hak meskipun atas
tanah tersebut telah disertipikasi oleh pihak lain; dan

3. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588.PK/Pdi/2002 sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut :

l.

Perlu adanya lembaga yang mengawasi kinerja Badan Pertanahan
Nasional, karena masih ada permasalahan-permasalahan tanah yang
tidak dapat terselesaikan sampai saat ini. Sebagian besar
permasalahan-permasalahan yang timbul disebabkan oleh kurangnya
sikap profesionalisme yang ditunjukan oleh Badan Pertanahan
Nasional;

Hendaknya para petugas pendafiaran tanah tidak bersifat sikap pasif
karena hal ini bukan merupakan ciri dari apa yang terkandung di dalam
Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah. Di samping itu pula, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
hendaknya juga menjadi motor penggerak yang dinamis dalam
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mewujudkan terlaksananya pendaflaran tanah sesuai dengan yang
diharapkan.

Perlu diciptakan lembaga Pengadilan Tanah yang pada saat ini
merupakan kebutuhan mutlak serta merupakan mekanisme jalan keluar
dari sejumlah sengketa agraria agar proses peradilan dapat berlangsung
dengan baik, cepat dan tepat sehingga tidak adanya konflik kompetensi
antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum ataupun
konflik kompetensi tentang pemeriksaan lembaga peradilan yang mana
yang harus didahulukan. Pengadilan Agrana diharapkan dapat
memeriksa suatu sengketa tanah secara komprehensif dan sekaligus
dari berbagai aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata, hukum pidana
dan hukum tata usaha negara.

Dalam penerbitan suatu peraturan perundang-undangan pemerintah
harus dengan cermat dan serius serta memperhatikan hukum positif
mengenai pertanahan yang masih berlaku, sehingga tidak terjadi
tumpang tindih dan menimbulkan dis-sinkronisasi secara vertikal

maupun horizontal.
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P U T U § A N

Nomor . S88 PK/Pdt/200Z

DEMI KEADILAN RBRERDASARKAN RETUHANAM YANG PI@\?(A €sA
MARKAMAH AGUNSG
memarikea pormohonnan peninjauan kgmbali telah
menaanbil pulusan <ebagal bmrikur’dulam perkara
H.t“IUHA“nMAD SAMIN DRK, bartindak
seﬂagai wakil para angaota Pengurus
PEPAZRI Ranting 03, dan Ranting 04

beralamat terakiic Jalan Cipayung
: -

Rt.0&/34 Kol Suikmajaya, Kecamatan

TUKI oy Eoba Dapedc, o belah meningaal

Ry duni o padda tanogals T8 Sl 1929 sesual
8 deng e Jurealt Raehoeanoan Lanbang Kema-
!
! i et Hantor Kelorahan Sukmajaya,
. .

et conerhlas Senicima jooge Kaodya Oapok,

Langipal 7 Juni 2000 Noemor @ 472.3/144-

DR I o -‘i.‘u‘::-un Hhed it digantikan

i, debhaiian Retua PECABRI
Hoand tog G foak . oecalanat Ko
Stibamnak RE L O2Me. 0%, Kelurahan
Submsjaya, Kacamatan  Sukmajava,

Roddya Lapoi,

(7 DRI S0 Gababan Kevadinabor PEPR -

BATI ranting €4 Sukmajaya Oepok,
beralamad. Toaman Manggis Tndah.
Biok A 16 Kelurahazn Sukamaju,
Recamatan Sukmajaya, Kodya Depak,

':"',} R N LTS B L S

A\
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(X). ACHIN, jabatan Pengurus PEPABRI
Ranting 04 Depok, beralamat Jalan
Taman.Manggis Indah Blok C-l/é
Kerlurakan Sukamaju, Kécamatan
SLkmagaya, Kodya Depok, dalam hal
ini memberikan kuasa substitusi
ke pada ‘

1. Ruslan lTanaka Abdul Ra§ui.SH.

[unsul tan Hulkum, beralama+s di
Jalan Pepay.a Biok R No. 3 Mekar=
sari Cimanggis, Kodya Dépok}

2. HMasoetanto,SH. Konsultan Qukum,

tLeralamat di Jalan Pandawa Lima
v Blok CB V/23 Pamulang, Kabupa-
ten Ta.gerang,

'

Lberdasarkan Surat Kuasa Substli-

tusi. tanggal 10 Januvar® 2002

Para  Pemohon  Peninjauan Kenbal 1 dabulu
Termohan Kasasi/?enggugat/Pembabding ;
maa 1l a w an :
L. DEPRPARTEMLN PENFRANGAN REPUBLIK
THOOL 5T ta. DIREXTORAT RADIO cq.

PROYFEK MASS MEDIA &@; JAKARTA,

Cimangyis, Jalan “Stasiun Pemancar -

Cimawyis atau Jalan Raya: Bogor Km.

J4 . Cimanggis dan xtau Pimpinan Sta-

l.if)n RRT, Kabupaten l((u..;ur,.: dadam hal
ini Jdiwakili oleh : Ors.H.A.Saefudin,
Mip., 050010325, Kepala Lemgaga Infor-
mas: Nasional, beralamat 41 Jalan
Med..n Merdeka BaralL No.'9 Jakarta
Pus.en, s memberikan Kuasa Khusus dengan

Hal, Substitusi kepada

(1) G.Sihombing............. Jg;;

Kekuatan pembuktian..., Hendro, FH Ul, 2009



£1). ¢. Sihombing,SH. Hip..0é0017268,

Kaepala Biro Kepegawaian dan Fukum
U i

Lembaga Informasi NHasiohal {tIN),

(2). Kastono Hadinoto.éﬂ.- Nip.
050021934, Kepala Bagi?n Hukum
dan Perundang-uUndangan Biro
Kepegawaian dan Hukum FIN,

(3). Cecep Ahmed FnigalJSH. Nip.
€cs80058277, Kegula‘gub bagian
Tuelaah dan Bantuan HKHukum Bire

Kepegawaian dan Hukum LIN,
bn;dasarkan suratlt kuas.a kKhusus
tanygal 29 Mei 2002 nomor :
157 /KL/V /2002, .
KERALN QADAN PERTANAHAN KABUPATEN
BOGOR, beralamat Jalan Jenderal Ahmad

Yani o, a1, Gogof. dJalam hal ini

diwakili ole“ WUrs.loch Setiaboedhi,
Hip. €¢10 080 076, Kepala Kantor Perta-
nNahan roha Lepok, mmmbeéi kuasai
leepad:.
{(l1). . aja Yudhafraju,SH. Hip. 750 €03
T, Xepala Seksi Hak-Hak Atas
L
1anah pada Kantor Pertanahan Kota
Cepok,
(2). "1jas Tedjo Prijono,SH. Nip. 750

(04 928, staf Sub Seksi Pzanvele~

vvalan Masalah e Lanabhan pada
hanﬂor Purtanahan Kolka Depok,

(). bedi Dinehendi . Hip 7&0.003 116,
taf suv seksli Penyelesaién
laralah Pertanahan pada Kantqg
fertanahan Kots Dopok,

bardasarkan
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bardasarkan suraf kuasa khusus

Langgal 19 Aguslus¥2002 Nomor
$/0-660-2002,

Para Taraohon Peninjauan Kambgli dahulu
Pemohon Fkasasi I, II/Terpugat I,
I1/Terbanding ; ;
Mahkamah Agumy tersebut -
menimbang, bahwa dari surat-surat yang ber-
sangkutan tern?ata Para Pemohon Peninjauan Kembald
'
dahulu Termohon lasasi/Penggugal/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauvan kembali terhadap

Putusan Mahkamah fwjung Langgal 27 Maret 2001 Nomor

Si1 K/PJL/2009 yany telah berkekuvatan hukum yang

. £ LEN, dalam perkaranya melawan Para Termohon
; ;

}' .‘ .-: N
ﬁéych_——MR ninjauan Xembt.1i dahulu Pemohon Kasasi I,

11%7: ) cf*/Tergugat I, II/Terbanding dengan posita perhkara
. } ;#ebagai berikut
7 ‘¢
st e Bahwa Lanah jarapan milik Penggugat s”luas
X32.234 m2 yang L(r];tak di kampung Parung Szrap,
Kelurzhan Tirtajaya, Kecematan Sukmajava, Kotip
Depok, Jawa Barat, engan batas-batas sebagai beri-
lcurnl.

- Sebelah ‘Uta-a * Tanah milik Xaming, H.Umar dan

tanah garapan NHinang,

Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRT,

Sebelah Selatan : Tanah garapan Masir, Bambang

Nelan, RRI,

H

Sebe:lah Barat ¢ Tanah sawah milik Kicang,

bahwa Pengguyat keberalan atas  findakan dan per
buatan Tergugal xtengg:\InGHUUﬁer, menguasal dan
menduduki tanah garapan milik 2enggugat secara

melawan hukum ;

Babwa . . ..o .. Ve y/'
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galwia  risayat wenah qQarapan wilik Penﬁgugat
adalabk merupakan Lanah perkebuna% karet|ndlik
Belanda yany keamidian dikuasai oleh Jepang pada
tahun 1942, kemudianrn digarap olen znygota masyara-
kat yang hermukim disekitar lokasi tanaﬁ tersebut’
untuk kepentingan Jeiang dan kemudiaﬁ :diterlan—
tarkan oleh Jepang ;

Bahwa setelah diterlantarkan oleﬁ Jepang,
Penggugat bLeserta mas;;rakdt yang wvermukim diseki-
tar lokasi tanah <« mbali menggarap tanal tersebut
dengan menanam singkcng dan tanaman palawijS vang
hasilnya sargat membantuy kesejahteraan masyaicakat

yang Linggal Hdisekitar tanah garapan tersabub ;

Bahwa pada tahun 1964 Penggugat bersama-sama

e NnJdan masyarakat sekitar tanah garapan, cecara
\ Q

)

;;*g¢tong rovong membuat jalan dan jembatan disekitar
T A

/ ctanah garapan Penggugat sehingga dapat wnemperlancar
trancportasi didiéwerah Llersebul dan pada tahun
tersetut anggola foapabri mulai inmtensif menggarap.

Lanah dengan barbagal Lanaman

Aahwa  pada Lahan 1980 Terougas I meminta
sebagian Lanah gariasan Pengguoat eelatui k.M. Samin
sebagal koorainator penggarap, dan Penggugabt mem=—

berikan seluas 70.100 r2 untuk dipergunakan usebagai.

v

2\ lokasi bangunan Pomancar RRI  Bogor dan kemudian

,3 \pada tahun 1985 p:mbtivatan pagar sekeliling tanah

fo
k\/yang dipakai RRT Bogor seluas 70.100 m2 selesal

/

dilaksanakan/digangun (bukti P.1) ;

Bahwa pada Lehun 1938 Pemerintah/Camal./lurah
menyarankan kepada Penggugal. agar membual surat
pernvataan bahwia benar sebagal penggarap ltanah

seluas + 20 hua. vang Leclaelal di kampung Rarung

/"'“
[STRN T . .
T D L .ot
%
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Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Suknajaya,
Kotip Depok, Jawa bBarat, Jan hﬂmudian‘pernyataan
tersebut diketahui dan disetujui olellw Kepala Keca-
matan Sukmajaya, Lancamil Suknkjaya dan Kepala Desa
Suiunajaya (bukti P-2) ; '

Balwi paga  Labun 1280 wadah pata purtawirawan
terbentuk di Depolk dimana wiadah Lersebut dinamakan
wadah Pepabri singkatan Persatuan Purnarirawan dan
Warakawuri Angkatan Gersenjatan Republik Indonesia
yang terdiri dari para anggolba Jeteran,‘pﬁrnawira-

wan ABRI, Warakawuri dan ahli waris Purnawirawan

vaitu FKKP vang Lerhimpun dalam prenguerusan PEPABRI
RanlLing 05 dan 04. Lan Lanah girapan seluas I3 ha
ini dilimpahkan k-opada pengutus l-‘EP.‘-\aF;{_I yang kemu-

dian dJdibajikan ki pada angota PEPABRT yany sampai.

"zsaa\: ini telah ber jumlah + 660 hkepala keluarga ;
Bahwa pada Lahun 1390 g:‘.r;z{».:m Penggugat mulai

dibagi-bagikan kepoda o, dimana seliop anggo-

ta Purnawirawan wmendapatkan saltu kapling dengan

iuas 200 m2, bahwa pembagian tLanah grapaa ini

dilakukan oleh Pv:ngdrus Pepabri kepada anggota

dangan  dazsar  surs b

3 parnyataan over garapan yang

telah dilegaiisir wada VYantor
. |

Sinulingga,SH. !lsebagail Notaris

Notaris R.M.

dan PPAT pada tahun
1996 (bukti p.3)

Lahwn 1996 Pengguagal diundang oleh

Bahwa pada

\<cpa 1a Kecamatan

: Sukmajaya, Rotip Depok, antuk
S -

hadir r)«ﬂdq paclemuoan dimania pada peeLemuan Lersetml.;,
Koepata Kecamatan  Lidak hadic dioan banya diwakili
olen Pamong fraja recamalarn Sukmajaya, dalam parl;e:-
muan Lersedut Pamong Praja memberitahukan kepgda
Penggugat dirana diatas tanah garapan Pepabri telah
diterbitkan Zertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995

. eleh. i, (/Z

s s
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oleh Kantor Pertanahin Labupaten  (wour  4Las Nal s

Departemen Peneranvan Ri. CQ. Direklorat' RRI cq.
Proyek Perumahar Mass Media RRI Jakarta di

Cimanggis

Bahwa pada porteruan tersebul diatas Pamong

Praja Kecamatan Sukmzjava tidak dapat menunjukkan

bukti kepemilikan Tergugadl atas tanah garapan

Panggugal btetapi hanya mengatakan nomor serlifikat

tanah Tergugzt dengin alasan bahwx serifikatnya o

hilang dan wmasih dalan pangurusan. Penggugat tiocak

Japal menerima penje’ avan Loeresebol dan menyalbakan

keberatan karena pemberian hak kepada Tergugat

diatas tanah garapan Penggugat Lidak melalui

ﬁj\\ prosedure hukum khususnya yang nmnengatur tentang
W
iﬁ\rendaftaran tanah PP No.. 10 tahun-19¢l

——\n

] Bahwa pada bular April 1996 Penggugat mengecek
N .
b ykebenaran dari Kkepemiiikan Serlkifikat Tergugat pada

K4

kantor Xelurahan Sukmajaya kemudian Kedlurahan
1

mengeluarkan surat peraoyataan yang menerangean

bahwa  berdasarkan  koatipan Buku Lebter Dqsa/Buku

induk, Lanalh Terg al. Lidas Larlera dalam Buku

Induk ataupun bulku Daltar Himpunan Kctultapan Pajak,
baik mengenal luas maupun mengenai riwayaf tanah,

adapun yang tertera hanya dalam buku rincién/veri—
fikasi tanab Lahun 1994 Nemor urul, 74 Tergugat
memilikl luas tanah 70.100 m2 yang saat ini telah
dipavar tembok., Dan oleh pihahk hu\uruh;h Licdlalk

.
mengetahul secara juelas, Kapan prosts poralibhan hak

dari tanah eks perkabunan menjadi tanah hak gakai
No. 4 atas nama Teraugat (busti P.4)
Bahwa pada bulan Juli 1996 mmlalui Walikota

Kotip Depok, Penggucat menerima sertifikat Tergugat

i -

. ) 'I
AlAS . ..ot '.....}%<,
avd

/
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atas tanah qarapan Penggugat (bukki P.S5) keabzahah

sertirikat

kan, pProses penerbitannya

te-sebtuvt oJlJeh Penggugat sangat diraga-

bertentangan d=a2ngan

pecaturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini

terlihat bederIP weyanggalan dalam sertifikat

- tersebut seperti :

a. Masih tertulis Cimanggis sehatusnya produk tahun

1995 sudah harus tertulis Kecamatan Sukmajeya ;
Pengisian Sertifikeat terkesen direkayasa dibuat=
bbuat dan aca tulisan tangan ;

fercatat pembukuan tanggal 1 April 1981
sedangkan gémbar s;Fuasi tanggal 18 Mei 1995 hal

ini tLidak Aasuk akal prose= =ampal 14 tahun

lamanya ; 3

Tertulis penggantian luas sertifikat H? No.

2/Curug karena hilang dicoret dan: tertulis

tangan dan diganti dengan Mo. 1 Sukmajaya ;

Tidak tertulis s:apa penunjuk beailas

Tidalk disecbul 'wirac-babtas Laonale tersebut

Tidak ada gambar /peta situasi btanah tersebut ;

Jika luas ada taentu gambar/peta harus ada o
w
dan sama sekali dalan proses :penerbitan tidak
melibatkan aparat dari Desa/Kelurahar vang
- .

nersanghkabtaon sovusl dengan Pasal & (3) Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;
Bahwa pada tanggal 25 April 19968 Kepata Kelura-

{
han Sukmajaya memberikan kecerangan/

pernyataan bahwa “dar’d kami pihak kelurahan
tidak mengeta.wi.secara jelas, ba'ik proses
peralihan hak Jari tanah milik RRI (DEPPEN)",
verarti dalam aal ini pemerintah Desa/Kelurahan
Sulkmajaya sami sekali tidak AHiikut sertakan

dalam. . ............ 4:
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., délam proses penyelidikan riwayal. tanah sampqi‘

pada proses peneraitan sertifikal, hak palkai No.
i
4 dan karena itu sertifikat sangat diraguka

keahs 3/’3/7/7)«:7 Pt

Bahm\“ﬁmqj‘“ bahan perbandingan acas

| i p -
sertifikat milik Terqugal 1 aaka 8enQan ini Penggu

. buhti secbuan

gal tutrul ll-‘(‘- tampaerhan sebagal

n
sertifikac yang dike.uarkan Kantor 3adan Pertanaha

Nasional Kabupaten Bogor paca bulan Nopember 1995
(bukti P 6) ;
8ahwa padz tangcal 17 September 1996 penggugat

melaporkan kepada B. korstanasda Jawa Barat untuk

memohon bantuan menyclesaikan masalah tanah ga-apan
PenggugaL dengan pihak Tergugat melalui instansi

ang terwenang seperti Pemerintah Caerah Tingkat II

. ;KabupaLe Bogcor alsu Badan Perbtanahan Na51onal
' Kabupal v Bogor {bukri 2 7))

Dahwa pada Langgal 22 Desember 1996 Pengguyat
" mengajulkan permahonan penerbitan SPPT tahun 1996
dan SPPT tahun 1997 telah diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pelavanan Pajak Bumi dan dangunan Katupaten

Bogor, atas permohonan Penggugat (Lukbti P.8) yang

idukung oleh Bakorstanasda Jawa Barat (bukti'P.9)
i oleh Penggugat  telah melaksanakan kewajiban
embavaran PBB (bukti P.10)

Bahwa Pengqaugal sadar sepenubhnya bahwi .tanah
Qarapan PRPenggiigal. yanyg Lterletak dJdi Kampung‘Parung
Serap, Kelurahan Tiitajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kotip Depok haruslah dimohonkan pengakuan hak
kepada Negara melalul instansi yang ber@enang.
untuk maksud tersebul pada tanggal 20 Janua%i 1597

Penggugal telah mengajukan permohonan pengakuan hak

Z
kepada..... .......... % i
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-1
kepada Kepala Kantor Pertananan Kabupaten gogor
"(bukti P.11). Dan padz tanggal 23 Januari 1997
Bakorstanasda "IJawa Rarat menyatakan dukungannye
dengan menyampaxkan surat kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor agar dapat membantu Penggugat dalam
proses pengakuan hak tersebtut diatas (bukti P.12)

Balwa Bakorstanasca Jawa Baral pada tanggal 1
Pebruari telah mengeluarkan surat perintah kepzda
Poengguagad per Thal  pasn garsdy dan pomasanaan . papan
nama diatas tanah garépan Penggugat (bukti p.13),
yang didasarkan pada jurat Keputusan Presiden RI
No. 32 tahun 1979, dan juga. merr.er;lntahkan Pengyugat
untuk segera mengajuran permohonan hak kepada
Negara ;

Bahwa sementara fPfenggugal menunggu proses

pengakuan hak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

‘-\= "\\\ Bogor, pada tanggal t Juli 1997 Tergugat telah
i, : )

v "} mendatanghan alat beral/buldeser di lukagi Lanah

-

,/ dengan  alasan akan mengadakan persiapan latihan,
:/ ternyata yang terjadi tidak demxkum Peralatan
beral/buldoser melakukan pengurungan sampai merata-
kan lokasi yang dimulai dari lok_asi RRI Pemancar
seluas 70.100 m2 kenudian merubuhkan tembok pemoa-
tas tanah milik Tergugat dengan Pengguga't dan

kemudian masuk ke lokasi tanah garapan Penggugat

derta meratakan tanzh tersebut .

Bahwa Penggugal melalui sural tertang;gal 2
1i 1997 memohon ke Bakorstanasda Jawa (;:larat.,
perihal mohon perlicdoangan hukam (hakbki ﬁ‘.)"’y),
Bakorstianasda Juwa Barat mr-.-laluoi surnlnya tertang-
gal 3 Juli 1797 segera memerintahkan pil;\pinan
Proyek Perumahan Bepar Lomen Penerangan agar member-
Nentikan pumbuldosarar Lanabh gacapan Puenggugat

sampai menunggu peny:2lesaian lebih lanjdt (bukti

P.16) : ,
itz
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Bahwa pada panggal 18 Agustus 1597 P%ngsugat
melewati tanah o, .acarnva di Kampung Parung Serap.
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukinajaya ‘Kotip
Depok, dan meijn,; :ergasang dan tertancap diatas
tanah garapannys papan nama yang berLuliskan “Akan
dibangunan kantgr gemerintah keluraha- rirtajaya

bekerja sama gepngan Perumnas dan Oeppen RI™.

Penggugatl segera munurunkan papan tersebut dan
. b

menanyakan hal  pers:hut kepada bubnraga pegawai

Kelurahan Tirtajaya rsang memasangnya tetapi. mereka

i
menjawab yang menyuruh memasang papan ini adalah

Deppen”;

Bahwa memperhatikan surat perintah Bakorsta-

nasda Jawa Barat tertanggal 1 Pebruari 1997 kepada

Penggugat, perihal pemagaran dan pemasangan papan,

nama diatas tanah garapan Penggugal, Penggugat pada
tanggal 3 Septembar 1997 telah melaksanakan pema-

sangan papan nama d atas tanah garapan Pengaugat

yang teirletak di

kanpung Parung Serap, Kelurahan

Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, KoLip Depok yang

bertuliskan "Tanah milik Pepabri dalam perlindungan

hukum kantor Advokabt & Pengacara MHMr.Rendra Sarun-

gallo & Associates”™ Namun sampai saalt ini belum ada

pihak manapun yang wenyampaikan keberatan atas
6,indakan Penggugat da’ am melakukan pemasangan papan
(» . .

ayna ci sbas tanaby gar oran
(@]

Ponggugal sersebat -
ukti P.19) ;

Bahwa uasd hulkan Pengguygal pada Langgal 8
Bogor untuk pengaecekan sertiflikat pada buku tanah
kapada Yorgugal T ooonan Lidak ada Lunggapan yang

baik dari Tercugat Il dan Penggugat dalam suratnya

tersebut melampirkan fotocopy sertifikat Hak Pak:ii

NO. . .oviin ... %%;,
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No. 4 atiax nama “0Oeppen RT cq. Direkto:at Radio caq.

Proyek Hass Media REY Jakarta Cilwanggis™, diatas

tanah Penggugal (Lakti £.20)

0

Ealriwa atas kzse rakaLan da_:ne;;.ah" bagian

sekreLtariat kantor fergugat II, oada tanjgal 3
« 9 . -

Oktober 1997 Kuasa tnkum Penggugal Jituerima Tergu-

gat II, Kuasa Hukum fenggugat mempe:tanyakan surat

permohonan yang diajukan t2rtanggal 8 Septembar

1997, perihal pengecuakan Sertifivat pad.: buku

tanah, kemudian Tergugalt I1 manangyapinya dengan

mengatakan bahwa benar sertifikat Lersebul  atas

nama Dopoen diabas onah Lerscehal . Xusas=za dukom

Dangagugal. meminla agsce o e mthinnan Leacacbule di jawals

(."'._'\ secara tertulis karena

‘Y\‘Le""—u“i akan Letapi lorgugat IT tetap pada pendir-

AN 4‘\ .

_',_f—"‘/:t.annya bahwa Terguga. TIT menjawab secara lisan.
N

elam hal ini tindal

pecrmnhonan rdisjukan sSeCara

an Tergugat IT benar-benar

/Jtelah menyimpang dar: tugas dan fungsinya untuk

memberi pclayanan Keonada masyarakal. tanpa harus

membeda-tedalkan dan juya terkesan sangat menyepele-

kan arti dan peranan sengacara sebagai kuasa hukum

Pengguaat. Bahkan Terjugac 11 seakap-akan mengen-

vampingkan fungsi dan makesgd Kadgasbor/Pendalftaran

Tanah yailu supaya

Ut JJapat mengecek untuk menge-

Bahwa untuk menjanin gugatan Penggugal dikemu-

h hari apabila keputusan Pengadilan telah mem-

yai kekuatan nukum yann tetap dan juga  untok

mennnduh tangankan, meigalihkan, menjaminkan kepaoa

pihak Tain maka  Pengaugal,
1

agar Pengadilan! Hegeri Bozor berkerian meletakkan

mohon Loerletdh dabolu

silta Jaminan (corservaloir beslag) atas tanah
. [

garapan milik Penggugat vang terletak di Xampung

Parung. ... ....c.ov.a. L}Z/
. "/

'3

Kekuatan pembuktian..., Hendro, FH Ul, 2009



Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Xecamatan Sukma-

jaya, Xotip Depok ¢engan luas 3337,234 m2 dengan

batas-Latas sebagai berikut
- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H.Umar dan

[+
tanah garapan Nimang,

- Sebelah Timbf : Kali Kumpa, Jalan RRT,

- Sebrlah Selatan Tanaih garapan Nasir, Bambang

Nelan, RRI,

- Sebelah Barat + Tanah sawah milik Kicang,

Dalam Pokok Perkara : )

Bahwa untuk mengh ndari kecugian-kerugian vang

=emalkin besar waik terhadap Penggugalt maupun

terhadap Tergugal kiarena iLu Penggugat memohon agar
C\semua bentuk kegilalan diatas tanah sengketa d'hen-
tikan

sambil menunggu proses penyelesalian berda-

.

,ull Jsarkan hukum dan telah
\§J b’ S

..
.
.5' ‘\" e

mempunyai  kekuatan hukum
vyang pasti

. Bahwa oleh karena gugatan ini bnndnsﬂr<an bukti-

buklLi yang kual., d mohonkan agar Pengadllan Negeri

Bogor berkenan meanyatakaa bahwa (eputusan oa]am

perkara ini dJdapal dijalankan Serlebih dJdahulu

(uitvoerbaar bi3j vorraad) walauvpun ada banding dan

kasasi

Bahwa berdasarkan
|

Atas kiranya Pengadilan Negeri Gogor

alasan~alasan tersebut

memberikan

san sebagai be:rikut

/1Mengabul kan gugi.tan Penggugal unluk seluruhaya
Menyatakar Penggugah adalah pemilik dari tanah
garapan seluas 332.234 m2 yang terlelak: di
Kampuneg Parune, Sebrap, Kelurahan Tirlajaya,
Kecaratan Sukmajaya, Kotip Depok dJdengar btatas-

beltas sebagai barikutl

- Sebelah. . ...... ......}}4/
- //
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"

- Sebelah Utara . Tanah milik Yaming, H.Umar

dan tanah garapan Himang,

- Sebelah Timur t Kali Kumpa, Jalan RRT,

- Scbelah Selatan : Tanah garapan MHasir, Bambang
Nelan, RRI, '

1
- Sebelah Barat * Tanah sawah mililk Kicang,

(=

Menyaltakan fPenggugal. sebagal pilhak yang perhak
mendapatkan pengakuan hak dari Nugaré (Badan
Partanahan Nasional’: :

4. Menystakan Sertifikat Hak Pakai HNo.: 4'yang
diterbitkan BPN 8ogor .tanggal 24 Agustus 1995

atas nama “Departemen Fenerangan Republik -Indc-

1

nesia, cq. Direkto-at Radio cq. Proyth Mass

Media Radio Repub. il Jndenesia Jakarta di

1
Cimanggis” batal demi hukum

H
Menyatakan surat-sural yang dimiliki mauvpun yang
dipergunalkan Targugal T wolama ini yang

berkaitan' dengan tanah gacagasn Panygugat bilal

demi hukum ;-

\
6. Menahukum TeLgugat 1 cemnbayar uvang paksa (dwang-
som) kepada Peagyugel sebesar Rp.1.000.000,-

(satu juta rypiah) selkiap hari jika Tergugat I

lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yanq

elah mempunyai lkekual oy bhukum yang Lelap

enyatakan sita Jaminan (conservatoir beslag)

) - . g 1
yviang dilebtakican Yo perkara i nl o abdas Lanal
U

Zseluarn Z02.254 w2 yoaoy Lerinbakda Rampainy

Parun~g Serap, Kelurabhan Tirtajaya, recamalan
Sukmajaya, KoLip Depok 3ah Jdan hercharga

LA Momerintahkan kepadéa  ifergugabt TT agae  benar-

benar bertugas dan verfungsi untuk melayani

masyaraokal, Lanpa haroo mumbeda-bedakan dalam

masalah tanah
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Memer intahkan kepad: Tergugat 1 agar wmembongkar

L4

semua bangunan yan: beraca diatas tanah ga-apan

milik Penggugat ;

10.Menghukum Para Tirgugat untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Ketia Pencgacilan/Majelis Hakim

Penyadilan Meguri Nogorn berpendapat lain dalam

mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-

»~

adil)nya sesuail keiuntuan hukum yang berlaku

Bahwa terhadar gugatan Penggugat tersebut

Tergugat I dan 11 wengajulkan eksepsi yang pada

nokckrya atas dalil-jalil

-
-

gugat mohon hepada Pengadilan MNegeri .Bogor

Menyatakan sertifikat Hak Pakai No. 4

ditearbitkan BPN 3ogor

yang

tanggal 24 Agustus .99S

atas nama “Departoemen Penerangan Raepublik Indone-~

sia ca. Direktorat Radio cq. Proyek Mas Media

Radio Republik Inaonésia Jakarta di \ Cimang-

is” batal demi hukum

.
’
1

wa denagan palibum bersebuyt, maka obyek gugatan

S, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Necara,

sehingga perkara ing Lermakuk
. )

Negara

wenglae o Tala Usalug

- Bahwa berdasarkian ketcrtuan Pasal 50 Undang-
Undang Nomor S Tahun 1986, maka yang berhak

memeriksa dan nengadili sengketa Tata Usaha

Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oukan

Pengadilan Negeri.......cccvv... g

Kekuatan pembuktian..., Hendro, FH Ul, 2009



Pengadilan Mageri

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bogor tidak

cerwenang memeriksa dan mengadili perkara ini g

2. Gugatan Penggugat Yabur (obscure libel)

- Dalam gugatannya pada halaman 2, angka 1,

Penggugat menda’ilkan memiliki tanah garapan

seluas 332.234 n 2,

Namun dal'lam gugatan pada halaman 3, angka 6,
Penggugat membuat Surat Pernyataan sebqgai:

Penggarap tanah seluas + 20 ha

Kemudian pada halaman 3 dan 4 angka 7, Penggu-
gat menvadtalkan tanah garapan seluas 33 ha. :

Penggugat tidak ltervenang mewakili pengurus

Pepabri Ranting 03 dan Ranting 04, Xecamatan

Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor dalam perkara
(4
ini

= Dalam  guga bannya Penggugal. menyatakan

. i
bertindak sebagai wakil para anggota dan

'
pengurus Ranling CI wan ranling 04 Pepabri,

Kecamatan Sukinajayz, Kotip Oepol, Bogor. ;
- Bahwa apabila Penggugat mewakili fepabri

sebagai pengurus FRarting 03 Jdan Tanting 04,

Aseharusnya ter’ebih dahulu mendapat mandat

' tau menerima kiasa dari Pengurus Cabang Peoa-

Jori tersebut ; . LE

Pahwa ternyata Lindakan Pengsugat mengguygat
dalam perkara inl tidak mendapat per;etujuan
pengurus  Pepabri. Hal mana sesual Surat Per

. nyataan Kelua Cabang Papabri Kotip Danok anor

30/PC-KO/VI1997, Langgal 18 Juni 1977 yang

menyabalean  Vidads poenah eyt anban/moerestul

Sdr.H.M.Samin, Sclua Ranting IV Fepabri dari

’
ANA . L e e .}/r
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. ‘-

anak cabang Pepabri Kecamatan Sukmajava
mangakui/dkmili<i ]Qhan garapan yang terletak
di Kampung Parung Serap, Kelurahan Tirtajaya,
Kecamatan Sukmajaya ; ;
4. Gugatan Pengguguat sudah kadaluarsa : .
Bahwa mengenai cugatan Penggugat yang.meﬁperma—
salahkan Séﬁtifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1995
atas nama'bepart:men Penerangan RI cq. Direk
torat Radio cq. I'royek Mass Media RRI Jakarta

dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikout
~ Bahwa sertifkail Hak Pakal Ho. 4 tahn 1995
tersebut adalah wmuerupakan scrliflikal pengganti
dari sertifikat Hak Pakai NHo. 1 tahun 1981
atas nama Oepartumen Penerangan RI cQq. Direk=-
torat Radio ca. r'royek Mass HMedia RRI‘Jakarta,
yang telah hilang/m@snah-karena terbakar, olah
Karenanva Sertilikalk Hak Pakai Mo. 4 tahun
1995 adalah mer ipakan satu kesatuan dengan

serlifikat Halk P, I'..:ni' No. X tahun 1581 ;
Bahwa apabila dalam. gugatannya Penggugat
mempermasalahkan Sertifikat dHah Pakail tersebué

malka gugatan Leruoebhul telah kadaluarsa
Menimbang, bahw. amar  putusan Pengadilan

eri Bogor tanggal 10 Agustus 1998 Nomor

161 /PAt.G/1997/PN.Bgr . yang amarnya -berbunyi

sebagai berikut : ’
~Dalam Provisi
- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh
Tergugat T tidak dapal diterimna ;-
Dalam Eksepcsi

- Menolak eksepsi yang dialukan Tergugat I dan

Tergug.al TT unbule selurdhnyn

Oalam............. . .{Z/.'/
Id
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Dalam Pokok Perkara

L4

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan Jurusi<" ~

ta Pengadilan N:29eri Bogor, tanggal 6 Nopewmber
. 1997, dan berita acara penyitaan_ No. 18,Pdt/
CB/:997/PN.BGR. dinyatakan tidalk sah dan tidak

berharga ;
- Menghukqm Pengyuget membayar ongkoé_perkara
seorsar ép.963.000,- (Sembilan ratus enam puluh

tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar pubusan Pengadilan

Tinggi Bandung nnnggai 25 6y 1999 Nomor

N,
oY
S

-ﬂ%@OS/Pdt/1998/PT.3dg. yang amarnya berbunyi

DY
=tV - -
— zuﬁrbagan berikut
/ L
g ;,’ﬁt % Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat

W,

! - . ' .
: 7/ banding dari Para Penggugat/Pembanding ;

~ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor,
tertanggal 19 fgustus 1998, HNo. 161/Pdt.G/
1997 /PN.Bgr. yang <imohonkan banding ;

Dengan "Mencadili Sendiri

Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh
Tergugat. I tidak capzt diterima :

Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Fenggugalt untukl Sebagdan.;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanah'
garapan seluas 33?.é34 m2 yang tcrletak;di Kam-
pung Parung Serap, Keiurahan Tirtajaya, Kecamatan

Sukmajava, Kobtip ne!wﬂ<, dqangan balau-batas

sebagai berikut
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Sebelah Utara : Tanah milik Xamire, Abdi, H.Umar
can  tanah Garapan Himand,

Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI,

Sebelah Selatan : Tanah Garapan hkasir, Bémbang

Helan, RRI,

Sebelalh Baral : larah sawxh milivh Xicang,

Menyatakar Pengqugat sebagai pihak yang burhak

mendapaltikan penjatcuaan bak daf. Hegara (Radan

Pertanahan Nasioral) ;

- HNenyatakan sertifikat Hak Paka: Ho. 4 vyang oi .

terbitkan BPN Boucor, éanggal 24 fAgustus 3995 atas

nama "Oepartemén Penerangan Reoubilik Ihdonesia,

cq. Direktora:t Radio tcq. Proyek Mas Media Radio

Republik Indones:a Jakarta di Cimanggis”, baﬁéL.

demi hukum ; :

Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang

dipergunakan Tercuga' I selama ini yang Lerkaitan

dengan tanah gacapan Penggugal balal demi hulum

- Menyatakan sita jaminan (Consurvatoir Beslizag),

yang diletakkan calam perkara inig, Jdengan Peneta-

pan Ketua Majelis Hakim, Ltertanggal & Nopember

997, No. 161/PdJl .G/1997/PN.Bgr. dan Berita Acara’

nyitaan Jamina. No.18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr. fo.
- Mo. 161/Pdt/G/1997/PH.Bgr. tertanggal 22.Nopember
1997, atas tanah sengketa seluas 332.234 m2 yang’
terletak di kawpung Parung Serap, Kelurahan
Tirtajaya, Kecamalan Sukmajaya, Xotip Depok, sah

dan berharga ; |
- Memerintahkan Ketﬁa Pengadilan Negeri Bogor untuk
meletakan kembali sita jaminan atas tanah Sengke=
Ba. Yany tellah ¢iangkat dengan tidak sah dzn

melawan hukum dengan Penclhapan Ketua Majelis

Hakim........... Ve 757
//;tjf
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Hakim tertanggal 2 April 1998, No. 196/
PAt/Bth/1997,PN.Bgr. dan Berita Q¢afa Pencabutan
Sita Jaminan No. 02/Pidt/Penc.CB/1998/ PN.Bgr. jo.
No. 19/PdL/CE/1997/PN.Bgr.jo. No. 16£/pdt/G/1997/
PN.Bgr. jo. Wi. 196/Pdt/Bth/1997/ PN.Bgr.
Memerintahkan kepada Tergugat 1 aga} memboagkar
semua bangunan yang berada diatas t?nah garapan

mililk Penggugat

Menghulkum Tera wjal I membayar uang paksa (d@abgf-
som) kepada ‘’enggugat sebuisar Rp.1.000.000,-
(satu juta ru>iah) setiap hari jika Tergugat I
. lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang
telah mempunya: ke<uatan hukum yang tetap ;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang

ditimbuikan dalam perkara ini oikedua tingkat

peradilan, vang untuk Lingkat bvanding ditaksir

’”*/77 Rp.S50.000,~ (Yiwma puluh ribu rupiah)

= Menolak gugatan Penggugal unluk selebilinya ;
Menimbang, bL.hwe amar putusan Mahkamah agung

R.T. Langgal 2% et 2001 Howmor @ 11 K/PdL/2000

yvyang telah berkckuatan Utélap Lersebut adalah

dasasi : 1. Departemen Penerangan Republik Indo-

fesia ca. Direikte rat Radio cq. Proyek Mass Media
[}

ART. Jakarta, da am ﬂal inl diwakili oleh kuasa

- nya Cecep Ahmad Faisal,$H. 2. Kepala Badan Perta-

nahan Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh

e otnya Jaga Yudhoent s, Bt e sebal

-~ Meambatalkan Puluznan PmngadilanA Tinggi .nwndung
Langgal 25 Hei 19259 No, ('.()."./I'«If./\')'JH/!"I'.Hdt_], ying
necrnby bl ban pulusan  Pengadilan  Negeri Bogor

tanqggal
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tanggal 10 Ajustus® 1998 HWo. 161/Pdt.G/L1997/
PN.Bgr. .
rengadili Senciri

Dalam Provisi :

- Menyatakan tunbutarn, provisil yang dipjukan oleh

Tergugat I tidak dapat diterima ;

.
o

Dalain Eksepsi @
-~ Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan

[4

Tergugat II un:iuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara : ' J

- Menolak gugatan Penggugat untuk selurﬁhny; :

- Menyatakan sita jaminan yang difakganakan-
Jurusita Peng:dilan Negeri aogor.,tan§931 6
Nbpember 1997, ‘dan Berita Acara Peryitaan No.
\B/PdL/CB/1997/PN.Egr. dinyatakan tidak sah dan
tidak berbarga ;

Menghulkkum Termahor Kasasi untuk membayar biaya

perkara dalam Lingkal Kiawasi o8 ditelapkan

sebanyal Rp.100.000, - (Seratus ribu rupiah) ;

Menimbang,. Labwa sesudabr putusan yang telah
1

menpunyai kekbatan hukum tetap i.c. putusan
kamah Agung tanggal 23 Maret 2001 Nomor : Si1
t/2000 diberitahukan kepada Termohon Kasasi
ylu Penggugat/fembanding pada tanggal 3 Sepggm— o
/ 2001 kemudian terhadapnya oleh Termohomn

asasi/Penqgugat,Paenbanding dengar. ;érantaraan
kusanya khusus berJqsarkan sural lkuasa khusuz Lang-
gal 10 Janvari 2002 ciajuhan permohonan Peninjauan
Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bogor tamgcal 1 Maret 2002 dengan disertai
memoril alagsan-alatanaya yang  dilerima di Kapani
teraan Pengailan “egeri tersebut pada tangcal 1

Maret 2002 ;
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Menimbang, bahwa tentany permohonan peninjauan
kembali tersebut telgh dibaritahu kepéda pihak
lawan dengan seksama pada tanggal 29 Mei 2062.
kemudian te-hadapnya oleh pihak lawannya telah
diajukan jawaban yang diterima Jdi‘ Kepariteraan

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Jupi 2002

Menimbang, bahwa oleh karena itui.sesuai dengan
Pual 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang.- No. 14 Tahun

~' 1925, permohonan Peninjauvan Kembali 'aquo beserta
alasan-alasannya yang oiajukan dalam éénggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan UndangLUndang. maka
oleh karena itu Formil dapat diterima ;

L”® Menimbang, balwa Pemohon Peninjauan Kembali
Pasan 2% ¢

telah mergajukan alasan-alasan Pcn1h3auan Kembali

-.,‘-.\yang pada pokokiya bcrbunyl sebagal berikut
I)l |

Bahwa kepulusan kisasi yang telah diputuskan
oleh Majelis Hakim Xasasi tlahkamah Agung RI,

manurul. pondapad ko sblaka Pomohun Pecinjavan

Kembali sangatlah tidak tapal karena kami telah

wonemuban novam (DukLi Lukti ) baru yang selama

ini boium diajuk;n vaitd mengenai kepemifikan

L-\{anah sengketa yang diklaim oleh Termchon I

\ Phnlngauan Kenba.i dan kami yakin akarn menjadi
«fasar dikabulhanrya permohonan Pen1n3auan

.””{ é;/KLmball. karena novum baru yang kam1 Lemukan

Bt .

- belum dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis

Kasasni Mahkawahr Agung 1RO

Pemilik tanah sangkebka yang dituanai oleh Termo-

hon [ fPoninjausn Xembali adalaly wmilik keluarga
besar Gerald Tudo Faboee (W Samoe) D Meeyer)
uasual cural kapemilikan eigendom verponding

Nomor 23 Aschrillt 209 WL tanggal 9 November 1933
. *
4

seluns. ... ;9%;;
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seluas 4.9.800 m2 (lihat bukti P tambahan.
PK=-01) . Perau diketahuli bahwa WL Samoel Da
Meyyer darulu adalah pengusaha Agrobisnis diBi—
dang perkebunan karet maunun teh, sehingga
keterangan saksi H.Ramin HS cdidalam ke;aksiannya
disidang Pengadilan Negeri Bogo- aimaha
keterangan saksi ini dijadikan salah satu-dasér
pertimbangza hukum MMajelis Hakim Kasasi (périksa
pertimbahgaq nukum pucusan kasasi halaman-52) ;
"Sedangkan ﬁaksi H.Ramin HS yang menjabat Kepala
Doma sejakh Labun 195%2-1962 Jan sebagai Kepala
Desa MNaih dipanggil Camat/Wedana Cibinong,
pemanggilan Xepala Desa Naih adalah pemberita-

huan bahwa ada oper alih tanah, dari tuan tanah

;lkepada Departemen Penerangan secara jual beli

il jdan keadaan tanah sebagian kosong dan bekas

xebun karet”.

Sehingga keterangan suksi H.Ramin HS memperkuat

novum baru Pemohon Peninjauun Kembali bahwa

pembelian tanzh oleh Termohon Kasasi:I dari Han

Tek Nio/NV Maslscaappy Lol explotatie ven het

- ~~,'\‘ . 3
4{&.1and Cimanggis adalah salah alamat bukean oada

-

NI

3b%milik sah (asli), senhingga jual beli tersebut

gjanggap tidak pernah ada/tidak pernah toerjadi
Whara W Samowul De Meyyer atau ahli war isnya
. - .

----- dengan Departemsin Penerangan. Sehingga, kepemili-
~ kan lahan yang saat ini dikua=ai olebh RRI tidak
buenar, lkarena alas hak dari pada kepemilikan

lahan masih mi.ik keluarga besar Gerald Tugo

[
Faber (WL Samoel De Mevyer)

Dewikian juga jada Y auanan 57 puluiao Rolasd

Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt/2000 tangqQal 23

Mavebl., ... .0 N ol

ed
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Maret z000 paca diktum 6.2 vang menyatakan :
"Harga pembdlian tnnah‘tnrscbut adalah
Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) vang lama,
meliputi ta%ah. tanaman, bangunan, ganti keru-
gian kepada 1akyat yang menggarap, pesangon
kepada “<aryawan perusahaan péniual tanah
sebanyak 110 crang (untuk empat bulan gaji) dan
ganti rugi kersda yang menyew. Lanah
Da)lil-calil yang diajukan Tecmohon 1 Paqi)jadan
Kembali, secara hukum diangoap Lidak ﬁa}rah‘éda
peralihan hak dari WL Samoclt De Meyyer vdenga’n
Departemen Perncrangan cq RRI. (dahulu Kementrian
Penerangan RI; dén pemilik &=li tanah eigendom
verponding No. 23 (lihat buklLi P Tambzhan #K-OZ)
tidak perrah Jdijual Kkepada siapapun juga

wehingga  kami  mengharapkan Majelis  Peninjavan

Rembalid (PK) dipat meneeima novoam harcru yang kami

sampaikan dan mengabulkan permohonan Pear injauan

Kembali (PK) yang kami ajukan ;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang diyakini oieh -
Majelis Hakim Kasasi dengan mengambil alih
pertimbangan hukum Majelin Hakim bengadiian
Negeri Bogor, wenurut Pemohon Peninjauvan kembali
dengan sendirinya gugur, karena dengan adanya

novum baru bailwa pemilik tLanah asal adalah

-
keluarga besar 3erald’ Tugo Faber (WL Samoel be

Meyyer) sesud i dengan keldérangan dari balai
\ .

Harta Peninggalarn Jakarta, Oepartemen Kehakiman
tanggal 8 April 1$97 Nomor JA.52.77 (liha% bukti .
» Tambahan.PK-bS) yanyg menmrangkaé bahwa di

Balai Harta Peninggalan Jakarta, bepartemen

Kehakiman RI tidak tercatat nama alm. Han.. Tek.

Nio.v...:.....;..f .
B
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Nio ca.hV. aatschappy Lol o$unlotatic var het
Land Simenggis sebagz;i pL.;mili.:-; eigendom ver
ponding nomc- 25 Langgal 9 ropember 1935
Dungan duemikian dalil yang disimpaikan Termohon
I Peninjauvan hembali  paca wakbus mengajukan
kasasi (lihat l'élaman 35-36 Keput.Jsan Kasasi
Makamah Agung R1 No. 511 K/Pdt/?OOO!tanggal 23
Maret 2001) tidax masuk akai dan hanyafmcngada-
ada serta memrtarbalikkan Fakia yang ada ;
Berdasarkan ncvom baro yhiw kamd <oampai Ban ool am
pernohQnan Kesinjavan Yewnbaeli,  jelas tLerlihat
bahwa peroletan tanab vang didalilkan oloeh
termobon I Peninjavan Kembali Jdiveli dengan cara
H"satu pakel Lidaklah sesuail konvataan yang ada,

" sehingga pertimbangan hukum Ma‘elis Hakim Kasasi

Larsebul Ciatas, qQugur, dengan demikian nutusan

ovian i Mankamah ngung No. $11 XK/PdL/2000 tangqgal
20 Maret 2001 horos dibatalkan

Menimbang, bawa  selanjutnya  Mahkamah Agung

memperLimbangkan al zan-alassr "uninjzuan Kembali

Pemohon sebage . berilkut

'mi keberatan ad. 1 dan ad. &

ahwa, kuberatan-keberatan ini dapat

sfarkan, karena novum (bukti baru) yang diajukan

Pemohon Peninjaan Kembali burupa surat - tang-
gal 8 Apri) 1977 Homor : JA.5277 yang dikeluar.l\an

-~ Balai Harta Peninggalan Departemen kehakiman
Republil: Indonesia yang menyatakan “ropy  eigendom
virponding Nomor 23 atas nama  HAN  TeEK
NIQ/NV . MAATSCHAAPY TOT EXPLOITATIE VYAN HET LAND
CIMANGGIS" tidak terdapat data-data di Kantor Balai
Harta Poninagaltan, welainkan mengenai tanah

«

VY N
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ciaendom ver poreling NRomor o 05 afsehei (L Nomor

SO W Laanag i O Mevembe S Lo, A% 8GO 2
.
FEEET AT N BAUN SRR Y Y R £ YRR f‘—-'linlu.\j.\i Fer garle F I e alas
TSR U RN S Tol of SR oY A AT RN
oo o o i SYNTSES! o ot -'|I|\|'.\,.-|l\'l\_/r,l, BTN AYARLMT
H S et} .,';,,:_; R R A I R gumeo\h '.l’.l'vjllllli.ll\..l
Pz s emal dadar Rer e S e o beamor @ 3 /Pal/
PATRSZOOR /PN e citahlaon o)y ki (Peiabat varg
L P NTY I IT) IR R RU T IE IR ST SR YRR U IR B IS SR TITA T BIA F AR TR
Setiigaciime gy ann tiicnlubarn st Paunal &F 0 haroaf A
* : 1
Unddoana=tinebang teoant 10 Toaton e Jo Lo Hivdany
Nomor 5 ahon 2ol s
. PO miang 0 DSahee L e o an nec b imtuongan -
o A
" .'"\..,: U] ' ilfli'.lll'._]._\lu (IS SR -.l:.|!.|‘ T Tecdup s, !N'i"\i""
e '

.T./ fTo s . ‘e . - - . .

7 @____. Jevrisnn o Koengiaa ] g Carrs: el v kv el Pt b 1.
: SR MO AN e : el
R - ( / ! DANIELAIY e i S R L e BT R ST I BT LI PR SR 0 B SR S A Y

Poomgagadd 228 00y DN e e ey S el e ranoan

f_(.:l'.l,.;.n«_') Kemal 5oy oo AT [ ahe oodim cponiar o B

Lo Dol oy Saiean T flo i e o Langaal 7 Jduni
2002 WMomor - 477 . 3/144=-Yesrs yang dalam hml i1
digantilean olah 2. A, KARTE, 5. UDJE S, 4. ADMIN,
sehingga Nutusan Mabtikanah Aglng Newmor @ 510
KAPE/2000 tangas) 275 Marol 2000 ¢ idak dapal diper-

Lahanican Jan Ivaeages o bactadbhon stre oo MAadrlesim oy Aguing

.

Ak ”lev-l';)-’l"_l. NE wretalae ]l g c'|'|'|-|_"'-.||‘ n--"-u.;,illl’l,; 1 at) \|I o) tLu-

SAN Peresad il an Tongeg i Toaetoneg Vognead D% e @ 1999

Ny . (‘,f_‘,“;,’[t-.‘[ l‘/l ' ".7",5}[.';‘,-']’ {h. 1__) w o Sagelaly | 200k clay

-~ benar welvl ngyea L UNrC i it e bare !mnyi ST ISN Bl

Yanrg akan disebubl-an gibawsin o

Measimbang, bahwa vlel kaxrena permchonan
]

PeNINjauan keinball dikabulian, maka Para Termohon

CEMNJAauan Kembuiil  cimuikon membayvar bisya perkarca

Pada tingihal e injausn kembali o
i . .

[RTETIVESTEN SR B I P S e e (//
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e rww g undano-Undang , oL 0 Tahun

2004, serla perituran Taic yono bercsaonokoaban

Ve noiowmoe a np v : T?\QhASOU/\

Mungabulkan permchonan Peod ojavan Kembali dari
1)

Vo HOMRIMAR SAMTHL DEE w oo elah meninggal

dunilia pada Langoal 28 Juili 1997 sesaad dengan Surat

8 Lural Sukmajaya,

Mo bsrangan Lent. oy Kamabiar, daeid

Koo onnel iogy Todom ) S, ‘..":.“'\/.‘ e de MOomGr 47:'.3/14‘\"

Koo yowng ddigant iy odboeh 0 00 DL RARIM, &0 UDJF

T, bl ADITN, e caebial, .
._".
Menyalbakan i-aLal putusan Mahlkamah Aguny Nomor

: 511 K/PUL/2000 Langoal 23 Marel 2000 ;)

*;

MEMGEDILT KEMGALL

“el 14 ERSERST
Menolak eksepsi Tergugal T odan Tacgugak LI

DAL O PRIV Y 9

"l"lly.||,||._.u| [ IERTRRIEE BT Jrr iz v lii.l}“l.:\l\ oleh

Teraugat T olidal dapat diteein

.

DALAM POKOK PERKARA

~

- Mengabulkan gugatan Penaaunat- untak sebagian |

Menyatakan Pengougal adalah pemilik dari  tanah
garapan seluvas 332.234 m2 vang Lerietak ol Kam-

pung Parung Seray, Kelurahan Tieualzys, Kecanatan

-

ragal berilaat '
1]

Sehelah Utar.d Tivtnain b3 i itoming, fothor o

Lanain garapan Bomang,

Sebelal Timuar CKali Kumpet, Jal.n RAOT
= Sebwelah S2laban : Tanah garapan Masir, Bambang
Nalan, RIRT,

- Sebelalh Rarat ¢ Tamah sawah milik Ricang,

- Menvatlakan., . . s,
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- Meayatakan Pungguéat sebagai pihak yang birhak
mendapatkan pengakuan bak duri Hegara (tadan
Pertanahan Nasiorzl) ;

- Nenyatakan sertifikat Hak Pakai No. 4;yang diter-
bitkan BFN Bogor, tanggal 24 Agustus [995 atas
nama “Departemen Penerangan Republik Indonesia,
cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Nadio
Republik Indonesia Jakarta di Cimanggi#"..batél

demi hukum ;

- Menyatakan sura’ csurat yang dimiliki maupun vang

-

diperqunakan Tergugat I selama ini yang berkaitan

dengan tanah garanan Penggugat batal demy hukum :
Menyatakan sita jaminan (conszrvatoir beslag),
yang diletakkan dalim parkara ini, deﬁgan Pe
netapan Ketua Maj2lis Hakim, Lertanggal 6 Noremn-

ber 1997, Ho. 16:/PdL.G/1997/PH dyr. dan Be-ita

feard  Penyilaan Janinan Ne. LE/PJL/CB/1997/

PN.Gagr. jo. No. 1eV/Pdu/6/1997/100 . Byr . terLanggal

oy e

SV Hooember U7, 0 aLas Lanah wengketa seluas
332 224 m? yang Lerletak di Kampung Parung Serap,
Kelurahan Tirladaya, Keceamatan Sukmajaya, Kotip

!
Depolk, sah dan berarc¢a

keta, vang Lelah diangkat duenuan Lidak cah dan

melawan hukum dergan Penetapan XKetua Majelis

Hakim tertangga 2 April 1998, No. 196/
PAL.BLNW/1997/ON.Bgr . can herita acara Pencabutan
Sita Jaminan No. 02/Pdt/Penc.CE/1998/ PN.Bgr. jo.

No. 19/Pdt/CB/1997/PH.Bgr. jo. No. l61/Pdt/G/
1997 /BN Nge, Jar Neo aRa/pd/nah /0y PN.Bgr.

-.Memerintahkan xepada Tergugat 1 agar memhonghar
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semua bangunan vanga HDarada diatas tanan qgarapan

milik Panjqugal
. ] L4

Ylenghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwang;
som) kepadg'Punggugat sebessir Rp.1.000.000, -
(alu Jula tapiah) 'Jﬂi.uvlnﬂi Jrka Tergagad, T
lalai melaksanakan keputdsan Pengadilép yang
telah mempunyai kekuatan hukem yang tetap.
- Menolak gugatar Penggugat untul selebihnya ;

MenghukuM Para Termohon Peninjauﬁn vembali

urntuk membavar tiaya perkars Jdalam semua  Lingkat

peradilan yang d:lam Lingkal Peninjavan Kewmbali ini

ditetapkan sebanvak Rp.2.500.000,- (dua Juta lima

\ratus ribu rupial )
nuy ) . ,
b” pemikianlah diputusikan dalare rapal pecmusya-

Fwaratan Mahkamah Agung nada hari @ Rabu, tanggal 22
September 200? oleh Prof.hr Paulus Effendie
Lolulung, S, kLlnu Mud.c Mahkomdds Algung subagéi.
Ketuza Sidang, Prof . Di. Muchéan.SH. daf Hy.Chﬁirani
A.Wani , SH. Hakim Hakiin ANY9OLa dan diuvcapkan dalam
wivdanyg  Lerbula wolult umum pada b i Ll.;l ler::.-T\ oeh
Ketux Sidang lf.:l'ﬂel"‘nlll. dengan dihé'dil"i oleh
Prof.Dr.Muchaan;SH. dar Ny . Chatrani h.Wani,SH.
Hakim-Hakim Anggota, werbta Slausst Suparﬁoto,SH.MH.
Panitera Pengganli dengan tidak dihadiri oleh kedua
Lelah plhak,
" Hakim-Hakim Anggota _ % T
ttd/Prof.Or Muchean, Sit. e

tLd/I‘ly.Cl.\airani f(.tqani .f’;"‘_ in'.\){.;)".}-)~3‘.\|]_Ll":- E.L’SH.

o

Kekuatan pembuktian..., Hendro, FH Ul, 2009



Panitera Pengganti

tLtd

Slamel Sunariobto, SH, MK,

:
Biayva-Biava

L. Meterai... .. . ... Rp. 6.000 -
2. Redak's i..... Y . Rp . 1.000, -
I. Administrasi Peninjauan Kembali..Rp.2.423.900 -

\

Rp.2.500.000, -

Untuk Salinuar
Mahk cmaly Rgung RI

tarig Jenderal ///
DierLnluL |

f‘:‘_u.[,ll_,‘ /’

N Parwoto W Onjosomar g oy

!

Nip.0d0018142
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Panitera Pengganti :,

- Ltd

Slamel Sunarjolo, SH.OHH,
) f

Biaya—Biava : '
L. Meteraio. .. ..o, . .....Rp. §.000,-
2. Redak s i..... . & N Rp. 1.¢00, -

3. .Administrasi Peninjauan Kembali..Rp.2.425.000,-

\

&)

Rp.2.500.000, -

Untuk Salinan

Mahl.amah Agung RI

. Panitersa/Sekretaris Jenderal ///'
b G'\'

Divekboral Mool 7

Nip.040012142
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SALINAN . PUTUSAN PERKARA PERDATA
NOMOR ¢ 588 pPK/Pdt/2002

inl dikelierkar untuk dan atas nema i

RUSLAN ‘TaMaKA ABUJL RASUL, St

PADA TANGGAL : 11 Janusri 2005

PANITEPA;MAM@(PMIW
PENGAE NEGE‘HI BOGOR

Blaya-~biaya turunan i

Met&l“ai......-.- m‘. ('.()U“)—‘
LQKQB o606 00600000 N‘o 1‘.)'()0()’—
‘Redaksjn (I B R N R R ) h’o 3'000,"
Foto COpY o060 oo N’o 3.000,-
Adniniatrasi ,.. PR. 30,000, -

Jumlahi .. Rse 57,000, -

Telah dibayar di Bendaharawan Kas
Pada tanggal :
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